PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
THALASEMIA DI KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF
HIFDZ AL-NAFS

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum ( S.H)

Oleh :
TASYATUL SOLIHAH
NIM 2017303014

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tasyatul Solihah
NIM : 2017303014
Jenjang :S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia
Prespektif Hifdz Al-Nafs” ini secara Kkeseluruhan adalah asli hasil
penelitian/karya saya sendiri bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saudara, dan
juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri sudah diberi tanda
sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa penyataan ini tidak benar maka
saya bersedia menerima sanksi akademis yang berupa pencabutan dan gelar

akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2024

Saya yang menyatakan,

Tasyatul Solihah
NIM. 2017303014




PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan
dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas Perspektif Hifdz Al-
Nafs

" Yang disusun oleh Tasyatul Solihah (NIM 2017303014) Program Studi Hukum
Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 April 2024 dan dinyatakan telah

memenuhi syarat untuk memeperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I Sekretaris Sidang/Penguji I
Moh. Bachrul Ulum,MH. = Yunita Ratna Sari, M.S. I.

NIP. 19720906 2000031002 ~  NIP. 19930622 202012 028

. 'Pembimbing/Penguji TII

NIDN 211208830

Purwokerto, 19 April 2024




NOTA DINAS PEMBIMBING
Purwokerto, 27 Maret 2024
Hal  :Pengajuan Munagasyah Skripsi
Sdr.i Tasyatul Solihah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto
Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui

surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tasyatul Solihah

NIM : 2017303014

Jenjang :S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang

Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia Prespektif Hifdz
Al-Nafs
Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunagasyahkan
dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu alatkum Wr. Wh.

Pembimbing

Wﬂf “

ad Zayyadi, M. ALMH. |
N")N 2112088301



PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN THALASEMIA DI
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HIFDZ AL-NAFS

ABSTRAK
Tasyatul Solihah
2017303014

Kabupaten Banyumas di tahun 2022 menjadi kabupaten tertinggi kasus
penyandang thalasemia di Jawa Tengah dengan jumlah 243 kasus. Kabupaten
Banyumas sebagai daerah kabupaten diprioritaskan untuk melaksanakan urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan
wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah salah satunya dibidang kesehatan. Atas dasar dari pasal tersebut,
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas menetapkan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian
Thalasemia di Kabupaten Banyumas. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana proses analisis kebijakan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di
Kabupaten Banyumas prespektif Hifdz Al-Nafs.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field reserach) dengan lokasi
penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyumas. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan observasi, wawancara dan observasi. Sumber data dalam penelitian
ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data dengan
cara reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dalam proses kebijakan
yang diawali dengan proses identifikasi masalah Dinas kesehatan Banyumas atas
dasar tingginya jumlah kasus penyandang thalasemia di Kabupaten Banyumas
setelah mengkomunikasikan dengan lintas sektor mengenai program yang akan
dilaksanakan dalam pencegahan dan pengendalian thalasemia. Langkah
selanjutnya, kemudian dinkes mengajukan masalah tersebut kepada Setda
Kabupaten Banyumas yang berbentuk rancangan perbup, kemudian proses
perumusan masalah antara bagian hukum setda dan stakeholder, implementasi
pencegahan dan pengendalian thalasemia sudah dijalankan oleh dinas kesehatan.
hifdz al-nafs merupakan bagian dari Magqgasid Syar’iah maka, jika dilihat
peraturan bupati tersebut telah sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam
Hukum Islam yaitu kemaslahatan ummat baik individu dan jamaah di dunia dan
akhirat kelak. Antara produk hukum yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu
Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia dengan Aifdz al-nafs sudah sejalan dan
beriringan meskipun belum terlksana secara optimal.

Kata Kunci : Thalasemia, Peraturan Bupati, Hifdz Al-Nafs.



MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (lainnya).”’
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang lahir pada abad ke 20, dan telah
mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitualisme. Negara
dapat diartikan sebagai suatu organisasi daripada manusia-manusia
(masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai
tujuan bersama itu. Dalam ajaran negara hukum negara bertujuan
menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman
pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat
pemerintahannnya didasarkan pada hukum. Semua orang tanpa kecuali harus
tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara
itu’.

Indonesia sebagai negara hukum dapat dilihat dari kesepakatan atau
consensus bangsa Indonesia sejak UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Undang-undang
Dasar negara kita menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia adalah
negara hukum yang demokrasi (democratische rechtstaat) dan sekaligus

adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (constitutional

democracy) yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan keberadaanya. Dalam

! Kansil, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), him.
82-83.



naskah perubahan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara
kesejahteraan. Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut bermakna bahwa negara
Indonesia merupakan negara hukum yang aktif serta dinamis. Model negara
hukum ini menjadikan negara dituntut untuk menjadi pihak yang aktif untuk
berorientasi kepada upaya pemenuhan serta perwujudan kesejahteran rakyat?.
Dalam negara hukum juga telah diatur mengenai penggunaan
wewenang atau kekuasaan oleh penguasa®. Sebagai negara yang berlandaskan
pada hukum, negara Indonesia telah memiliki sistem peraturan yang mengatur
warga negara peraturan tersebut salah satunya telah disahkan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
saat menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta berdasarkan
perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setiap kebijakan
daerah dimaksud juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Di Indonesia dalam Pasal 6
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 terdiri dari 2 (dua)
jenis vyaitu : a. Peraturan gubernur, dan b. Peraturan bupati atau walikota.
Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi erat kaitannya dengan

hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 7

2 Zulkarnain, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat “, Fiat Justitia :
Jurnal Ilmu Hukum, vol.5, no.2, Mei - Agustus 2012, hlm 141, https://jurnal.fh.unila.ac.id/
index.php/fiat/article/view/56, diakses pada tanggal 2 Mei 2023, pukul 20.05 WIB.

% Jimly Asshiddgie, (Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis
(Pokok-Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legilatif Dalam Rangka
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Hukum Nasional
VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999). him. 147.



https://jurnal.fh.unila.ac.id/%20index.php/fiat/article/view/56
https://jurnal.fh.unila.ac.id/%20index.php/fiat/article/view/56

ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal tersebut maka peraturan
yang dikeluarkan oleh gubernur atau peraturan yang dikeluarkan oleh bupati
atau walikota merupakan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum serta
mengikat selama peraturan tersebut tidak menyeleweng dari perintah undang-
undang yang berada diatasnya. Hal tersebut juga sejalan dengan yang terdapat
dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) yang telah menetapkan, “Pemerintah
daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Artinya, bahwa Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/ Walikota
adalah bagian dari sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Peraturan gubrnur dan peraturan bupati yang juga merupakan aturan
derah dalam arti materiil yang bersifat mengikat bagi warga dan penduduk
daerah otonom. Peraturan bupati dapat dikeluarkan oleh bupati berdasar atas
wewenangnya dalam daerah otonom terkait suatu hal demi kepentingan
masyarakat di daerah tersebut dan dikeluarkan secara tertulis peraturan bupati
memiliki sifat hukum yang mengikat dan memiliki sanksi hukum yang
sifatnya memaksa. Peraturan bupati/walikota oleh Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (“Permendagri Nomor 80 Tahun 2015) sebagaimana yang telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (“Permendagri Nomor 120
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Tahun 2018”) kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan
kepala daerah (“Peraturan Kepala Daerah”). Dalam Pasal 246 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa
“Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan,
kepala daerah menetapkan Perkada”.

Peraturan kepala daerah yang berupa peraturan gubernur atau pun
peraturan bupati/walikota merupakan jenis peraturan perundang-undangan.
Akan tetapi, peraturan kepala daerah baru diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Dengan demikian, peraturan kepala daerah dibentuk bila ada delegasi dari
peraturan daerah, sehingga peraturan kepala daerah disebut sebagai peraturan
perundang-undangan atau secara asas hukum dapat disebut pembentukan
peraturan kepala daerah ini berdasarkan asas legalitas. Peraturan Bupati adalah
Peraturan yang dirancang dan diajukan oleh Bupati dan ditetapkan oleh Bupati
untuk menindaklanjuti Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Daerah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk membuat
kebijakan daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah serta
untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan
rakyat. Dalam pembahasan ini khususnya mengenai peraturan bupati maka,
akan termasuk kebijakan publik, karena sebagai daerah otonom suatu daerah

mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan publik melalui peraturan



bupati. Sebagai daerah otonom, maka suatu daerah dituntut untuk lebih
banyak memprakarsai serta berinisiatif untuk merumuskan dan menetapkan
kebijakan yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat didaerah.
Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan
keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai
alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya
berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme
politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan
eksplisit.

Secara konseptual ada beragam pengertian yang diberikan para ahli
tentang kebijakan. Namun secara umum “kebijakan” dapat dikatakan suatu
rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna
mengatasi masalah atau persoalan yang didalamnya terdapat tujuan, rencana
dan program yang akan dilaksanakan®. Berkaitan dengan kewenangan bupati
yang dapat mengeluarkan kebijakan publik, sebagai keputusan yang mengikat
publik maka kebijakan publik sudah tepat jika seorang bupati yang
mengeluarkan kebijakan publik tersebut karena bupati merupakan otoritas
publik, bupati menjadi kepala daerah kabupaten yang menerima mandat dari
publik (masyarakat) atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses
pemilihan untuk menentukan atas nama masyarakat. Selanjutnya, kebijakan
publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh

birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara adalah

56.
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untuk pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan
oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan
warganya. Dalam studi kebijakan publik akan melihat proses pembentukan
kebijakan sebagai suatu proses siklus di mana terdapat berbagai tahapan yang
pasti dan berulang kembali®.

Seiring dengan perkembangan zaman akibatnya terjadi perubahan gaya
hidup manusia karena terdapat modernisasi serta globalisasi yang akibatnya
telah menyebabkan terjadinya peningkatan penyakit. Data organisasi
kesehatan dunia yaitu WHO menunjukan bahwa sebanyak 57 juta (63%)
angka kematian yang terjadi di dunia serta 36 juta (43%) angka kesakitan
disebabkan khususnya karena penyakit tidak menular. Sedangkan angka
kematian yang disebabkan oleh penyakit menular telah menurun 1/3 nya dari
44.2% menjadi 28,1%°. Salah satu penyakit tidak menular yang menjangkit
serta menjadi ancaman bagi warga Kabupaten Banyumas vyaitu penyakit
thalasemia atau dapat disebut dengan anemia mediterania. Ditahun 2018
Kabupaten Banyumas memiliki jumlah kasus penderita thalasemia sebanyak
45 penderita thalasemia, namn pada tahun 2020 Kabupaten Banyumas
memiliki jumlah penderita thalasemia sebanyak 222. Hingga ditahun 2022

Kabupaten Banyumas menjadi kabupaten nomor satu tertinggi dengan jumlah
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243 kasus penderita thalasemia dari total 1.000 penyandang yang terdapat di
Provinsi Jawa Tengah.

Thalasemia merupakan penyakit keturunan yang terjadi akibat
kurangnya jumlah sel darah merah di dalam tubuh manusia sehingga produksi
hemoglobin menjadi berkurang’. Penyebab thalasemia adalah adanya mutasi
sel DNA pada sel darah merah yang terdiri dari rantai alfa dan beta Persebaran
Thalasemia karier di Banyumas mencapai 8 % dari total jumlah penduduk di
Kabupaten Banyumas. Tingginya jumlah karier thalasemia tersebut salah satu
faktornya, dapat disebabkan karena terjadinya perkawinan antara dua orang
pembawa sifat karena thalasemia merupakan penyakit yang diturunkan.
Penyakit thalasemia tentunya dapat mempengaruhi kesehatan individu yang
mengidapnya. Tanda dan gejala yang timbul adalah lemah, perkembangan
fisik tidak sesuai umur disebabkan karena pertumbuhan sel dan otak yang
terhambat oleh karena suplai oksigen atau Na ke jaringan yang menurun, berat
badan berkurang, tidak bisa hidup tanpa tranfusi darah, anemia, pembesaran
limpa, perubahan bentuk wajah, penonjolan tulang tengkorak, terjadi
peningkatan pertumbuhan tulang maksila, terjadi facecoley, hepatomegali dan

kecemasan®.
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Kasus thalasemia yang menyerang masyarakat Kabupaten Banyumas
tersebut menyebabkan timbulnya langkah yang diambil oleh para pihak yang
berwenang dibidangnya terkait dengan kasus thalasemia tersebut. Penyakit
thalasemia memang belum dapat disembuhkan, namun dapat dicegah hal
tersebut yang melatarbelakangi pada tahun 2022 di Kabupaten Banyumas
Bupati Banyumas selaku kepala daerah telah menetapkan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian
Thalasemia kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk respon pemerintah
terhadap tingginya kasus thalasemia di Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu,
ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia memiliki alasan kuat untuk dapat
diwujudkan. Penetapan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022
tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia juga menjadi kebijakan
yang ditetapkan bupati dalam rangka mewujudkan target Kabupaten
Banyumas “ Goes To Zero Thalasemia” di tahun 2023.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia menetapkan dan mengatur
mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit thalasemia di Kabupaten
Banyumas. Penetapan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022
tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia ditujukkan untuk
memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan dan
pengendalian thalasemia di Kabupaten Banyumas. Maksud disusunnya

Peraturan Bupati tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kelahiran



thalasemia mayor serta untuk mengendalikan penambahan kasus thalasemia di
Kabupaten Banyumas.

Dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas
disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas memiliki peran
sebagai untuk memberikan  Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
mengenai thalasemia dengan melalui media tatap muka, media cetak atau
media elektronik. Pelaksanaan KIE thalasemia dapat melibatkan lintas sektor,
organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan tokoh
agama. Dinas kesehatan juga memiliki tugas untuk melakukan konseling
genetik kepada individu atau pasangan calon pengantin konseling genetik
dilaksanakan sebagai upaya pencegahan kelahiran anak dengan thalasemia
mayor. Dinas kesehatan juga bertanggungjawab dalam melaksanakan skrining
secara retrospektif vyaitu skrining thalasemia yang dilakukan kepadan para
penyandang thalasemia dan skrining prosepektif yang dilakukan pada
kelompok khusus yang meliputi: pasangan yang akan menikah atau calon
pengantin; pasangan yang berencana memiliki anak pertama; dan siswa SLTA
sederajat °.

Dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas
disebutkan juga bahwa Pemerintah Daerah membentuk Pusat Rujukan

Thalasemia Daerah pada Rumah Sakit, dinas kesehatan yang bertugas untuk

° Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 tentang Pencegahan dan Pengendalian
Thalasemia di Kabupaten Banyumas BAB V Pasal 11 Ayat 1-2.
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melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan pusat rujukan thalasemia™.
Penetapan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas ini
seharusnya sejalan dengan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan®'.

Islam merupakan agama yang telah memiliki Syari’at  yang
diturunkan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia
dan semesta alam (rahmatan lil alamin). Syari’at yang diturunkan oleh Allah
Swt telah terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, yang terdiri dari unsur
perintah dan larangan. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan perangkat
metodologi atau pengetahuan yang mampu membantu manusia untuk
mentrasformasikan teks-teks masa lalu ke zaman sekarang, dalam
mewujudkan usaha tersebut sebagian ulama menawarkan magasid syari’ah
sebagai perangkat yang mampu menghubungkan dan mengharmonisasi antara
perintah dan larangan, sehingga hukum tidak dipandang kaku'2.

Konsep magqasid syari’ah pada dasarnya ingin menetapkan bahwa

tujuan kehadiran Syari'ah juga mementingkan maslahat /kebaikan bagi

10 peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 tentang Pencegahan dan Pengendalian
Thalasemia di Kabupaten Banyumas BAB VII Pasal 16 Ayat 1&3.

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H Ayat (1) Tahun 1945.

2 Muh. Mukhlish Abidin, “’Paradigma Magqga>s{id Syari’ah Menjadi Disiplin Ilmu”’,
Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, vol. 2, no. 1, Maret 2019, him 74-75,
https://journal.iain kudus. ac.i d/ index.php/tawazun/article/view/5415, diakses pada tanggal 7
Mei 2023, pukul 15.30 WIB.
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manusia agar bahagia dunia dan akhirat™®. Ulama kontemporer sepakat
membagi magqasid syari’ah menjadi tiga (3) bagian, yaitu : Pertama, tujuan
umum (al-maqasid al-’amm) Yyaitu tujuan-tujuan yang ada dalam hukum-
hukum Islam secara umum seperti al-daruriah al-khams dan ulama
kontemporer menambahkan nilai keadilan, universalitas, dan kemudahan
sebagai al-maqasid al-’amm. Kedua, tujuan khusus (al-maqasid al-khashah)
yaitu tujuan-tujuan yang diperhatikan dalam salah satu bab tertentu dalam
hukum Islam seperti kesejahteraan anak dalam keluarga, mencegah kejahatan
dalam hukum pidana dan mencegah monopoli dalam muamalah. Ketiga,
tujuan parsial (al-maqgasid al-juz’iyyah) yaitu tujuan-tujuan dibalik suatu
hukum tertentu seperti tujuan mengungkap kebenaran dalam penentuan
jumlah saksi, maksud menghilangkan kesulitan dalam pembolehan orang sakit
tidak berpuasa, dan tujuan menjamin fakir miskin dalam larangan menimbun
daging qurban.

Dalam al-magasid al-’amm tujuan-tujuan yang ada dalam hukum-
hukum Islam secara umum al-daruriah al-khams (lima Kkeniscayaan), yang
merupakan maslahat yang berada pada tingkatan kesatu yang harus ada atau
merupakan kebutuhan primer. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka
akan mengancaman keselamatan umat manusia. Yang termasuk kedalam a/-
daruriah al-khams (lima Kkeniscayaan) ini berupa hifdz al-din (penjagaan
agama), hifdz al-nafs (penjagaan jiwa), hifdz al’agl (penjagaan akal), hifdz al-

nasl (penjagaan keturunan), dan hifdz al-mal (penjagaan harta). Kelima hal

13 Zainal dan Mardan, Islam Rahmatan Lil'alamin (Yogyakarta :Diandra Kreatif, 2020),
him 78.
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tersebut harus dipenuhi demi terjaganya kehidupan manusia untuk
mewujudkan kemaslahatannya. Ketika salah satu darinya tidak ada,
keberlangsungan hidup manusia akan terganggu dan terjadi kekacauan.
Kelima al-daruriah al-khams (lima keniscayaan) tersebut adalah hal yang
mutlak harus ada pada diri manusia. Oleh karena itu, Allah swt
memerintahkan umat manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan
kesempurnaannya.

Sebaliknya Allah swt melarang umat manusia untuk melakukan
perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari a/-
daruriah al-khams (lima keniscayaan) tersebut. Segala perbuatan yang dapat
mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah perbuatan baik,
dan oleh karena itu, harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang
merusak atau mengurangi nilai al-daruriah al-khams (lima keniscayaan)
adalah perbuatan yang tidak baik, oleh karena itu, perbuatan tidak baik
tersebut harus ditinggalkan®*.

Secara terminologi, Aifdz al-nafs adalah mencegah terjadinya hal-hal
buruk dan memastikannya agar tetap hidup. A/-nafs dalam khasanah Islam
memiliki banyak definisi, diantaranya dapat berarti jiwa, nyawa dan lain-lain.
Semua potensi yang terdapat pada mnafs bersifat potensial dan bisa
teraplikasikan jika manusia selalu mengupayakan potensi tersebut. Setiap
potensi yang ada pada nafs memiliki kecenderungan untuk membentuk

kepribadian manusia meskipun hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal

4 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997),
him. 128-131.
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maupun eksternal. Hal tersebut termasuk dalam upaya pemeliharaan jiwa™.
Dalam al-Quran, kata a/-nafs dijumpai sebanyak 297 kali, kata a/-nafs dalam
al-Quran memiliki ragam makna, susunan kalimat, klasifikasi, dan objek ayat.
Dalam pengertian napas atau kehidupan nyawa, seperti yang terdapat dalam

QS Ali’Imran ayat ke-185

T A L O I PrP T L IR S N SO i P XA Ip-
U305 S 2 g5 GRsa e 33 4553 035 Ll o3l s 8 IS
AR RN AR NN e Rt

"Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat
sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari
neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh

kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya®**®,

o\

Tentang makna a/-nafs dalam ayat ini, ahli tafsir berbeda pendapat
Sayyid Qutub (1324-1386H) mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan
nafs yang mengalami hidup dan mati. Keberadaan penyebaran penyakit
thalasemia yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Banyumas tentunya
akan menyebabkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Hal tersebut tentu
akan menjadi ancaman kelangsungan kehidupan masyarakat khususnya bagi
warga masyarakat di Kabupaten Banyumas. Ditetapkannya Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian
Thalasemia adalah bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

untuk menjaga kesehatan warga masyarakat di Kabupaten Banyumas

> Aay Siti, “’Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (H{ifdz{ Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak
Berbasis Keluarga’’, FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, , vol. 5, no. 2,
2020, hlm 54-55, http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/1404/pdf ,diakses pada
tanggal 10 Mei, pukul 19.00 WIB.

16 Quran Kemenag https:/quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=185&to
=200, diakses pada tanggal 15 Mei pukul 15.43 WIB.



http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/1404/pdf
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=185&to%20=200,
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=185&to%20=200,
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khususnya dari penyakit thalasemia selain itu juga bertujuan untuk
kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan pensyariatan hukum dalam Aifdz
al-nafs. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan
Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas Perspektif Hifdz al-Nafs.
. Definisi Operasional
Untuk meminimalisir kesalahpahaman oleh pembaca maka perlu
dijelaskan beberapa Istilah yang terdapat dalam penelitian kali ini. Adapun
penjelasan beberapa istilah tersebut sebagai berikut;
1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Daerah tersebut merupakan peraturan daerah di
Kabupaten Banyumas yang menjelaskan mengenai Pencegahan dan
Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas yang ditetapkan untuk
memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan
pengendalian penyakit thalasemia di Kabupaten Banyumas.
2. Thalasemia
Thalasemia adalah penyakit bawaan berupa kelainan darah yang
ditandai dengan kurangnya hemoglobin. Thalasemia minor adalah kondisi
seseorang dinyatakan sebagai pembawa sifat, traits, pembawa muatan atau
karier thalasemia. Sedangkan thalasemia mayor adalah kondisi seseorang
dengan kelainan dua sel pertumbuhan pada tentang usia 6 (enam) sampai
dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan berlanjut sampai seumur

hidupnya.
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3. Hifdz al-Nafs
Hifdz al-nafs merupakan cabang dari al-daruriah al-khams (lima
keniscayaan) dalam magqasid syari’ah. Kata Hifdz dapat berarti menjaga
dan kata nafs dapat diartikan jiwa, jasad, darah, dan roh. Menjaga Jiwa
dapat dilakukan dengan cara memberikan perlindungan terhadap hal-hal
yang mengancam jiwa. Cara menjaga menjaga jiwa juga dapat dilakukan
dengan melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusak jiwa.
C. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan latar belakang di atas,

maka rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah;

1. Bagaimana analisis proses kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor
18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di
Kabupaten Banyumas ?

2. Bagaimana tinjauan Hifdz al-Nafs dalam Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia
di Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dalam penulisan proposal ini, penulis mengadakan penelitian dengan
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui analisis proses kebijakan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia

di Kabupaten Banyumas.
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2. Untuk mengetahui tinjauan Hifdz al-Nafs dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian
Thalasemia di Kabupaten Banyumas.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini berguna dalam pengembangan ilmu
pengetahuan serta menyempurnakan teori yang telah ada dan dapat
memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan mengenai
dengan perkembangan konsep mengenai kebijakan peraturan bupati
berdasarkan tinjauan prespektif Hifdz al-Nafs.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti, yaitu penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmu

mengenai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
yang bersangkutan dengan kesehatan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, dapat memberikan
gambaran serta evaluasi terhadap peraturan bupati khususnya
mengenai kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun
2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten
Banyumas.

C. Bagi masyarakat umum, dengan adanya penelitian ini akan dapat
memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kebijakan
penetapan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang

Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas.
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Serta dengan adanya penelitian ini maka peneliti berharap masyarakat
Kabupaten Banyumas akan mendukung peraturan bupati yang telah

ditetapkan oleh pemerintah daerah.

E. Kajian Pustaka
Dalam penelitian ini mengambil dari beberapa sumber yang dijadikan
sebagai bahan rujukan, yaitu:
1. Skripsi Esti Widiawati (1817303058) UIN SAIZU tahun 2022

Adapun skripsi tersebut berjudul Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di
Kabupaten Purbalingga Prespektif Magasid Syari’ah , dalam skripsi ini
dibahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga
Prespektif Magasid Syari’ah. Penyakit masyarakat merupakan suatu
fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia dilahirkan. Penyakit
masyarakat selalu aktual diperbincangkan ditengah-tengah kehidupan
sosial. Berdasarakan data BPS di Kabupaten Purbalingga di setiap
tahunnya mengalami kenaikan serta penurunan dalam hal jumlah
masyarakat yang kehidupannya berada dalam kategori miskin hal tersebut
yang menjadi salah satu faktor timbulnya penyakit masyarakat. Pada tahun
2017 di Kabupaten Purbalingga ditetapkan dan dilaksanakan penegakan
terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanggulangan
Penyakit Masyarakat yang berfungsi untuk menangani masalah PGOT,

anak jalanan dan pengamen di Kabupaten Purbalingga. Persamaan dengan
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skripsi yang akan diteliti yaitu terdapat dalam objek penelitiannya berupa
peraturan ditingkat daerah yang akan dikaji berdasar pada prespektif
magqasid syariah namun, dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti
lebih dikhususkan lagi prespektifnya yaitu dalam prespektif hifdz al-nafs.
Perbedaannya skripsi tersebut membahas mengenai Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga sedangkan penelitian penulis ini
adalah mengenai analisis proses kebijakan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian
Thalasemia Di Kabupaten Banyumas”.
2. Skripsi Yuniar Sukma Anggraini (1717303085) UIN SAIZU tahun 2021
Adapun skripsi tersebut berjudul Efektivitas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas Perspektif Maslahah (
Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto), dalam skripsi ini dibahas mengenai
efektivitas dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Prespektif Maslahah. Wabah Covid-19 sebagai pandemi yang melanda

dunia telah juga merajalela penyebarannya di Indonesia adanya

' Esti Widiawati ’Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga Prespektif Maqa>s{id Syari’ah
¢ Skripsi, (Purwokerto : Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, 2022),
https://repository.uinsaizu.ac.id/14679/1/ESTI%20WIDIAWATI_IMPLEMENTASI%20PERATUR
AN%20DAERAH%20NOMOR%204%20TAHUN%202017%20TENTANG%20PENANGGULANG
AN%20PENYAKIT%20MASYARAKAT%20D1%20KABUPATEN%20PURBALINGGA%20PERSP
EKTIF%20MAQASHID%20AL-SYARI%E2%80%99AH.pdf diakses pada tanggal 10 Mei, pukul
16.00 WIB.



https://repository.uinsaizu.ac.id/14679/1/ESTI%20WIDIAWATI_IMPLEMENTASI%20PERATURAN%20DAERAH%20NOMOR%204%20TAHUN%202017%20TENTANG%20PENANGGULANGAN%20PENYAKIT%20MASYARAKAT%20DI%20KABUPATEN%20PURBALINGGA%20PERSPEKTIF%20MAQASHID%20AL-SYARI%E2%80%99AH.pdf
https://repository.uinsaizu.ac.id/14679/1/ESTI%20WIDIAWATI_IMPLEMENTASI%20PERATURAN%20DAERAH%20NOMOR%204%20TAHUN%202017%20TENTANG%20PENANGGULANGAN%20PENYAKIT%20MASYARAKAT%20DI%20KABUPATEN%20PURBALINGGA%20PERSPEKTIF%20MAQASHID%20AL-SYARI%E2%80%99AH.pdf
https://repository.uinsaizu.ac.id/14679/1/ESTI%20WIDIAWATI_IMPLEMENTASI%20PERATURAN%20DAERAH%20NOMOR%204%20TAHUN%202017%20TENTANG%20PENANGGULANGAN%20PENYAKIT%20MASYARAKAT%20DI%20KABUPATEN%20PURBALINGGA%20PERSPEKTIF%20MAQASHID%20AL-SYARI%E2%80%99AH.pdf
https://repository.uinsaizu.ac.id/14679/1/ESTI%20WIDIAWATI_IMPLEMENTASI%20PERATURAN%20DAERAH%20NOMOR%204%20TAHUN%202017%20TENTANG%20PENANGGULANGAN%20PENYAKIT%20MASYARAKAT%20DI%20KABUPATEN%20PURBALINGGA%20PERSPEKTIF%20MAQASHID%20AL-SYARI%E2%80%99AH.pdf
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penyebaran virus tersebut secara cepat menimbulkan berbagai kebijakan
baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten
Banyumas telah menerapkan beberapa upaya dalam pencegahan dan
penanggulangan wabah Covid-19 Pemerintah Kabupaten tertuang dalam
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020. Persamaannya dengan skripsi
yang akan diteliti yaitu objek peraturan yang digunakan dalam penelitian
berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat yang terdapat di
Kabupaten Banyumas. Perbedaanya terletak peraturan yang menjadi objek
penelitian. Skripsi sebelumnya meneliti peraturan mengenai pencegahan &
penanggulangan penyakit terkhusus pada covid-19 sedangkan penelitian
yang akan diteliti mengenai peraturan yang membahas mengenai penyakit
thalasemia yang menjangkit warga di Kabupaten Banyumas. Perbedaan
berikutnya berada pada perspektif yang digunakan, pada penelitian
sebelumnya menggunakan perspektif maslahah, sedangkan penelitian yang
akan diteliti oleh peneliti menggunakan perspektif Aifdz al-nafs'®.

3. Jurnal Esti Saraswati, Aap Apipudin dan Nur Hidayat yang berjudul
Strategi Koping Keluarga Dalam Merawat Anggota Keluarga Yang
Mengalami Thalassemia Di Klinik Thalassemia Di Klinik Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019, diterbitkan oleh Stikes

Muhammadiyah Ciamis, tahun 2020

'8 Yuniar Sukma, “’Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun
2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten Banyumas Perspektif
Maslahah ( Studi 4 Kecamatan Kota Purwokerto)’” Skripsi (Purwokerto : Fakultas Syariah UIN
Prof.K.H Saifuddin Zuhri, 2021), https://repository.uinsaizu.ac.id/11941/2/Yuniar%20Sukma
%20Anggraini_EFEKTIVITAS%20PERATURAN%20DAERAH%20KABUPATEN%20BANYUMA
S%20NOMOR%202%20TAHUN%202020.pdf diakses pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 16.15
WIB.



https://repository.uinsaizu.ac.id/11941/2/Yuniar%20Sukma%20%20Anggraini_EFEKTIVITAS%20PERATURAN%20DAERAH%20KABUPATEN%20BANYUMAS%20NOMOR%202%20TAHUN%202020.pdf
https://repository.uinsaizu.ac.id/11941/2/Yuniar%20Sukma%20%20Anggraini_EFEKTIVITAS%20PERATURAN%20DAERAH%20KABUPATEN%20BANYUMAS%20NOMOR%202%20TAHUN%202020.pdf
https://repository.uinsaizu.ac.id/11941/2/Yuniar%20Sukma%20%20Anggraini_EFEKTIVITAS%20PERATURAN%20DAERAH%20KABUPATEN%20BANYUMAS%20NOMOR%202%20TAHUN%202020.pdf
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Dalam jurnal tersebut membahas mengenai Strategi koping
keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami thalasemia
keluarga dalam merawat anggota keluarga yang mengalami thalasemia
RSUD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 dengan menggunakan beberapa
metode strategi antara lain; strategi hubungan, strategi kognitif, strategi
komunikasi, strategi dukungan sosial, dan strategi spiritual®®. Persamaan
dengan skripsi yang akan diteliti yaitu pembahasan mengenai kajian yang
berkaitan dengan penyakit thalasemia. Perbedaannya dalam jurnal tersebut
terfokus penelitian pada ruang lingkup perihal psikologi dan emosi
keluarga sedangkan penelitian yang akan penulis teliti mengenai kebijakan
Peraturan bupati Banyumas mengenai pencegahan dan pengendalian
thalasemia penelitian akan dilakukan dalam lingkup kabupaten yaitu pada
Kabupaten Banyumas.

4. Jurnal Kili Astarani dan Gerson Gustava Siburian yang berjudul
Gambaran Kecemasan Orang Tua Pada Anak Dengan Thalasemia,
diterbitkan oleh STIKES RS BAPTIS Kediri, tahun 2016

Dalam jurnal tersebut membahas mengenai pengertian dari
thalasemia, peran orang tua terhadap anak dengan thalasemia, membahas

mengenai kecemasan orang tua dengan anak thalasemia serta berisi saran

9 Esti Saraswati, ‘Strategi Koping Keluarga Dalam Merawat Anggota Keluarga Yang

Mengalami Thalassemia Di Klinik Thalassemia Di Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun 2019°°" , Jurnal Stikes Muhammadiyah Ciamis: Jurnal Kesehatan , Volume 7,
Nomor 1, April 2020, hlm 37, https://ojs.stikesmucis.ac.id/index.php/jurkes/article/view/89,
diakses pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 20.00 WIB.



https://ojs.stikesmucis.ac.id/index.php/jurkes/article/view/89,
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terhadap orang tua dengan anak Thalasemia®’. Persamaan dengan skripsi

yang akan diteliti yaitu upaya dalam rangka meminimalisir dampak dari

thalasemia dan mengurangi angka penderita thalasemia. Perbedaannya

dalam jurnal tersebut membahas mengenai Gambaran Kecemasan Orang

Tua Pada Anak Dengan Thalasemia di Kabupaten Kediri sedangkan

penelitian yang akan diteliti membahas mengenai kebijakan Peraturan

Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan

Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas dengan perspektif

hitdz al-nafs.

No Judul Persamaan Perbedaan

1. | Implementasi Objek Penulis mengkaji lebih
Peraturan Daerah | penelitiannya spesifik terhadap

Nomor 4 Tahun 2017

berupa peraturan

perspektif Hifdz Al-

Tentang ditingkat daerah | Nafs yang merupakan
Penanggulangan yang akan dikaji | bagian dari konsep
Penyakit Masyarakat | berdasar pada | Magasid Syari’ah
Di Kabupaten | konsep Magasid
Purbalingga Prespektif | Syari’ah
Magqasid Syari’ah

2. | Efektivitas Peraturan | Peraturan sebagai | Perspektif yang
Daerah Kabupaten | objek penelitian | digunakan, pada

2 Kili & Gerson, “’Gambaran Kecemasan Orang Tua Pada Anak Dengan Thalasemia™’,
Jurnal STIKES, Vol. 9, No.l1, Juli 2016, hlm 22, https://jurnal.stikeshaptis.ac.id/index.php/
STIKES/article/view/270 diakses pada tanggal 11, pukul 20.20 WIB.



https://jurnal.stikesbaptis.ac.id/index.php/
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Banyumas Nomor 2

Tahun 2020 Tentang

Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Di

Kabupaten Banyumas

yang digunakan
dalam penelitian
berkaitan dengan
masalah
kesehatan

masyarakat yang

penelitian sebelumnya

menggunakan
perspektif ~ maslahah,
sedangkan  penelitian

yang akan diteliti oleh

peneliti  menggunakan

Perspektif Maslahah ( | terdapat di | perspektif Aifdz al-nafs
Studi 4 Kecamatan | Kabupaten dan penelitian
Kota Purwokerto) Banyumas sebelumnya  meneliti
mengenai  efektivitas
(hasil) terhadap
kebijakan publik
pemerintah daerah
sedangkan penulis akan
meneliti mengenai
studi kebijakan (proses)
pemerintah daerah.
Strategi Koping | Pembahasan Dalam jurnal peneliti
Keluarga Dalam | mengenai kajian | sebelumnya  berfokus
Merawat Anggota | yang  berkaitan | pada ruang lingkup
Keluarga Yang | dengan penyakit | perihal psikologi dan
Mengalami thalasemia. emosi keluarga
Thalassemia Di Klinik penderita  thalasemia
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Thalassemia Di Klinik

Rumah Sakit Umum

sedangkan  penelitian

yang akan penulis teliti

Daerah Kabupaten mengenai kebijakan
Ciamis Tahun 2019, Peraturan bupati
diterbitkan oleh Stikes berkaitan dengan
Muhammadiyah thalasemia.

Ciamis

Gambaran Kecemasan | Objek kajiannya | Peneliti  sebelumnya

Orang Tua Pada Anak
Dengan  Thalasemia,
diterbitkan oleh
STIKES RS BAPTIS

Kediri

berkaitan dengan

thalasemia.

lebih berfokus kepada
gambaran  kecemasan
ortu pada anak dengan
thalasemia sedangkan

skripsi  penulis lebih

berfokus meneliti
mengenai Peraturan
Bupati Banyumas
Nomor 18 Tahun 2022
Tentang  Pencegahan
dan Pengendalian

Thalasemia.
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F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini nantinya akan diuraikan
secara mendalam dan membaginya menjadi 5 bab, pendahuluan dan untuk bab
selanjutnya akan terdiri dari sub bab masing-masing sebagai berikut:

BAB | adalah Pendahuluan, peneliti akan memaparkan latar belakang,
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan
pustaka, dan sistematika penelitian.

BAB Il Landasan Teori dalam BAB ini penulis akan membahas teori
tentang pemerintah daerah, kebijakan publik, Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di
Kabupaten Banyumas dan membahas tentang Hifdz al-Nafs.

BAB 11l akan membahas tentang metodologi penelitian. Dalam Bab ini
nantinya peneliti akan memaparkan penjelasan mengenai metode yang
digunakan mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian,
sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV pada bab ini akan membahas tentang hasil penelitian
mengenai analisis kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun
2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten
Banyumas dan tinjauan Hifdz al-Nafs dalam Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Thalasemia
di Kabupaten Banyumas.

Bab V adalah bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan kritik-saran

sebagai penutup atau akhir dari penulis.



BAB |1

LANDASAN TEORI

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah:

a.

Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan
sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya;
Sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung
jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan;

Penguasa suatu negara (bagian negara) -- negeri dimisalkan pengemudi
negara, negara memerlukan yang kuat dan bijaksana;

Badan tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet
merupakan suatu pemerintah) -- beberapa anggota DPR meminta
supaya segera menyerahkan rancangan undang-undang itu ke DPR,
jawaban ~ dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri; dan

Negara atau negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta) -- baik
sekolah maupun sekolah partikelir harus dibangun tiga tingkat.

Adapun secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan

pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari

dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah

yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan.

Pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang

25
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legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti
sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai pelaksana
kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai
penyelenggara administrasi negara. Pemerintah merupakan pemangku
jabatan (pejabat = ambtsdrager) pemerintahan (untuk menjalankan
wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan).
Penggunaan kata government (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga
sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari
bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit.
Pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah di bidang legislatif,
yudikatif, dan sebagainya.

Pemerintah dalam arti sempit adalah pemangku jabatan sebagai
pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah
sebagai penyelenggara administrasi Negara. Menurut Undang undang
Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah adalah
penyelenggaran urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah melakukan tugas menurut otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya bermakna
penyerahan urusan sebanyak mungkin kepada daerah untuk menjadi
urusan rumah tangga sendiri. Pengertian seluas-luasnya bukan berarti tidak
memiliki ujung karena memang asas yang diterapkan dalam prinsip
otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya namun terbatas (bebas-

terbatas), vyaitu daerah diberikan sebagian wewenang dengan
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mempertimbangkan segala faktor yang ada dengan tetap memperhatikan
dan patuh terhadap aturan yang ada?'. Karena pada hakikatnya tidak semua
urusan daerah diserahkan kepada pemerintah daerah, masih terdapat
beberapa wewenang yang masih diurus oleh pemerintah pusat yang
menjadi kewenangan absolutnya.

The Liang (Gie, 1967) menyatakan bahwa pemerintah daerah
adalah satuan organisasi pemerintahan yang berwenang untuk
menyelenggarkan segenap kepentingan setempat dari kelompok yang
mendiami suatu tempat dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.
Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala pemerintahan daerah
dipilih secara demokratis oleh masyarakat yang bertempat tinggal di
kabupaten atau kota daerah tertentu. Setiap pemerintahan daerah dipimpin
olen Gubernur, walikota , dan bupati sebagai kepala masing masing
cakupanya, untuk pemerintahan daerah provinsi diatur atau di wakili oleh
gubernur, untuk pemerintahan kota di wakili oleh walikota dan untuk
pemerintahan daerah kabupaten di wakili oleh bupati. Kepala dan wakil
kepala diberikan tugas, wewenang dan larangan dalam menyelenggarkan
pemerintahan daerah yang diawasi oleh DPRD ( dewan perwakilan rakyat
daerah ) dan menerima laporan dari wakil dan ketua pemerintahan daerah

serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

2! yusnani Hasyimzoem, dkk, Hukum Pemerintahan Daerah (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2017), him. 16.
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kepada masyarakat di daerahnya (Mujiburohman, 2017). Pemerintah
daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil
dari sebuah negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-
lembaga tingkat negara-bangsa, yang disebut sebagai pemerintah pusat
atau pemerintah nasional. "Pemerintah Daerah” hanya berjalan
menggunakan kekuasaan yang diberikan undang-undang atau arahan
tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing negara memiliki
sejenis pemerintah daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain®%.
Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan
pengawasan di daerahnya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab | tentang Ketentuan
Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah
kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat®,
2. Unsur Pemerintah Derah
Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, unsur pemerintah

daerah merupakan salah satu bagian dari unsur pemerintahan daerah.

%2 Dudung Abdullah, “’Hubungan Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah’’, Jurnal
Hukum POSITUM vol. 1, no. 1, Desember 2016, him 85-88, http://download.garuda.kemdikbud.
go.id/article.php?article=969168&val=14920&title=Hubungan%20Pemerintah%20Pusat%20de
ngan%20Pemerintah%20Daerah, diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 08.00 WIB.

2 Nunung Munawaroh, ‘“‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan
Yang Baik Good Governancedi Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis’” Jurnal
Media Birokrasi, vol. 1, no. 2, Oktober 2019, him 142, https://ejournal.ipdn.ac.id/
JMB/article/view/1319/750, diakses pada tanggal 22 November 2023 pukul 08.25 WIB.
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Selanjutnya unsur pemerintah daerah juga terdiri dari 2 (dua) unsur yakni;
unsur Kepala Daerah dan unsur Perangkat Daerah. Kepala daerah
merupakan unsur yang mengepalai suatu daerah otonom dan juga
memimpin pelaksanaan pemerintah daerah dan sekaligus juga sebagai
penanggungjawab terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kepala daerah sampai saat ini dipilih secara demokratis, baik melalui
pemilihan yang dilakukan oleh unsur DPRD atau dipilih secara langsung
oleh masyarakat daerah yang memenuhi syarat sebagai pemilih.Kepala
Daerah di Indonesia terdiri dari Gubernur sebagai kepala daerah provinsi,
Bupati sebagai kepala daerah kabupaten, dan Walikota sebagai kepala
daerah kota. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah,
kepala daerah memiliki tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban yang
telah di atur dalam Peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi,
kewenangan dan kewajiban seorang kepala daerah senantiasa berubah-
ubah antara satu UU dengan UU lainnya tentang pemerintahan daerah, dan
sangat tergantung pada dinamika masyarakat daerah dan tuntutan dari
dinamika pemerintahan daerah itu sendiri.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah
dibantu perangkat daerah, sehingga perangkat daerah juga disebut dengan
perangkat desentralisasi yang berfungsi menyelengarakan urusan-urusan
desentralisasi. Perangkat Daerah secara umum terdiri dari sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah atau Badan

Daerah, dan khusus untuk perangkat daerah pemerintah daerah kabupaten/
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Kota di tambah dengan kecamatan dan kelurahan.Dari sisi kepegawaian,
maka unsur perangkat daerah merupakan pegawai daerah, yang digaji
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
bersangkutan. Unsur Perangkat Daerah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala
Daerah, serta dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada
Kepala daerah melalui sistem dan prosedur yang diatur Peraturan
Perundang-undangan maupun Peraturan Daerah. Dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah, maka perangkat daerah memiliki tugas, fungsi,
kewenangan dan kewajiban yang diatur peraturan perundang- undangan
maupun peraturan daerah. Secara umum Tugas, fungsi, kewenangan dan
kewajiban perangkat daerah senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan senantiasa
mengikuti perkembangan dinamika masyarakat daerah dan tuntutan
dinamika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah?”.
3. Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam menjalankan urusannya pemerintah daerah berpedoman
kepada urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah dari
pemerintah pusat urusan konkuren tersebut kemudian menjadi dasar
pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas
urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

24 Rahyunir Rauf, Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Riau : Zanafa Publishing,
2018), him. 36.
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Pendidikan;

Kesehatan;

Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan

Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

0.

Tenaga kerja;

Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
Pangan;

Pertanahan;

Lingkungan hidup;

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
Perhubungan;

Komunikasi dan informatika;

Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
Penanaman modal,

Kepemudaan dan olah raga;

Statistik;

Persandian;
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p. Kebudayaan;
q. Perpustakaan; dan
r. Kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) meliputi:
a. Kelautan dan perikanan;
b. Pariwisata;
c. Pertanian;
d. Kehutanan;
e. Energi dan sumber daya mineral;
f. Perdagangan;
g. Perindustrian; dan
h. Transmigrasi
Penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam
pelaksanaan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat®.
4. Otonomi Daerah
a. Teori Otonomi Daerah
Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa
Yunani, yakni autos yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti

undang-undang. Sehingga otonomi bermakna membuat perundang-

2% Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
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undangan sendiri (zelfwetgeving). Istilah otonomi dalam bahasa Inggris
berasal dari kata autonomy, auto artinya sendiri, dan nomy sama
artinya dengan nomos yang berarti aturan atau undang-undang.
Otonomi juga dapat diartikan sebagai hak rakyat untuk mengatur
pemerintahan di daerah dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum,
adat, dan tata kramanya. Otonomi yang demikian disebut sebagai
otonomi yang mendasar dan indigenous. Namun dalam
perkembangannya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti
zelfwetgeving (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup
zelfbestuur (pemerintahan sendiri). Sedangkan C.W. Van Der Pot
memahami konsep otonomi daerah sebagai eigen houshouding
(menjalankan rumah tangganya sendiri).

Pengertian otonomi daerah dalam Pasal 1 angka 6 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia”. Dalam pengertian lain, otonomi daerah adalah
kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Dalam rangka pembagian kekuasaan negara (secara vertikal)

dibentuklah daerah-daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan
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susunan pemerintahannya yang diatur kemudian dalam undang-undang.
Dengan demikian terdapat pemerintah pusat disatu sisi,dan pemerintah
daerah disisi lain.

Hubungan pemerintah puat dan pemerintah daerah tergabung
menjadi sistem negara kesatuan. Pemerintah pusat menyelenggarakan
pemerintahan nasional dan pemerintah daerah menyelenggarakan
pemerintahan daerah. Dalam hubungan inilah pemerintah pusat perlu
melaksanakan pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah,
melalui desentralisasi. Sebagai salah satu aspek negara Yyang
demokratis (democratische rechtsstaat), desentralisasi merupakan
pilihan yang tepat dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang
dihadapi negara dan bangsa, pada masa sekarang dan yang akan datang.

Pentingnya desentralisasi adalah agar persoalan yang beragam
yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor perbedaan dan kekhususan
daerah dapat ditangani dengan baik. Berbagai budaya, agama, adat
istiadat dan juga wilayah yang sangat luas tidaklah mungkin ditangani
semuanya oleh pemerintahan pusat. Demikian juga sebaliknya tidak
dapat semua  persoalan dalam  penyelenggaraan  negara
didesentralisasikan kepada daerah, alasannya yaitu karena menjalankan
prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pengendalian dan pengawasan
pusat sebagai cerminan dari sentralisasi, tetap dipandang mutlak
sepanjang tidak melemahkan, bahkan memandulkan prinsip demokrasi.

Sebagai konsep desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan
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tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi. Otonomi daerah di
Indonesia telah diatur dalam undang-undang, yang dalam
perkembangannya telah mengalami perubahan dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan
tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui perataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-
hasilnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah
untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan rakyat®.
b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Dalam pelaksaaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa
faktor antara lain : kemampuan finansial, kemampuan administrasi,
keadaan sosial budaya masyarakat, dan sifat ekologis secara umum
merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan
otonomi daerah. Di antara unsur-unsur tersebut Riwo Kaho
menyatakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan pelaksanaan
otonomi daerah antara lain: keterlibatan masyarakat, kemampuan
sumber daya manusia dan peralatan, keuangan yang stabil terutama

pendapatan asli daerah, peralatan lengkap, dan manajemen dan

2 Roy Marthen, “’Hakikat Otonmi Daerah Dalam Sistem Ketatanegraan di Indonesia’’
Jurnal Fakultas Hukum UMI Makassar vol. 9, no. 2, November 2017, hlm 27-28,
https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/9/7, diakses pada tanggal 24 November
2023, pukul 20.13 WIB.
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organisasi yang baik. Sedangkan menurut Smith faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah yaitu: fungsi atau tugas
pemerintah, kemampuan memungut pajak daerah, ruang lingkup
tanggung jawab administrasi, tingkat pendelegasian wewenang,
besaran anggaran, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personel
semuanya berperan dalam seberapa berhasil otonomi daerah

dilaksanakan?’.

5. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengatur tentang
penyelenggaraan ~ pemerintah  daerah, menjelaskan  pemerintah
daerah/provinsi yang terdiri atas DPRD yang dibantu oleh perangkat
daerah dalam menjalankan kewenangannya. Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah menurut Undang-Undang ini dijalankan berdasar pada hak
otonomi dan hak pembantuan Pada pasal 57 Undang Undang 23 tahun
2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah
berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai berikut:
a. Kepastian hukum;

b. Tertib penyelenggara negara;
c. Kepentingan umum;
d. Keterbukaan;

e. Proporsionalitas;

Asas

2" Imam Hafidz dkk, <’Analisis Kajian Hukum Tentang Otonomi Daerah Dan Penerapan
Otonomi Daerah’> Jurnal Al-Hakim wvol. 5 no. 1, Mei 2023, him 132,

https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim/article/view/6667/2353, diakses pada tanggal 24

November 2023, pukul 21.05 WIB.
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f. Profesionalitas;
g. Akuntabilitas;
h. Efisiensi;
i. Efektivitas; dan
j.  Keadilan.
B. Kebijakan Publik
1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai salah satu instrument sebuah pemerintahan
menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kebijakan
pemerintah. Secara etimologis, istilah policy (kebijakan) berasal dari
Bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam Bahasa Yunani
dan Sansekerta adalah polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan
dalam Bahasa Latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam Bahasa
Inggris pertengahan policie, yang berarti menaungi masalah-masalah
publik atau administrasi pemerintahan®®. Kebijakan publik menurut Harold
Laswel dan Abraham Kaplan mendefinisikannya sebagai suatu program
yang diproyeksikan dengan tujuan tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan
praktik tertentu (aprojected program of goals, values, and practices).
Sementara itu, David Easton mendefinisikan sebagai akibat aktivitas
pemerintah (the impact of government activity). Sedangkan, Carl I.

Friederick mendefinisikannya sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan

28 William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik (Universitas Gajah Mada, 2003), him. 51.
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seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu,
dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut
ditunjukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan
yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut
Ealau dan Kennet Prewitt kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku
yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang
membuatnya maupun oleh mereka yang menaatinya®. Kebijakan (policy)
adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan
pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan instrumen pemerintah,
bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur
Negara, tetapi juga governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya
publik. Menurut Thomas R Dye, Kebijakan publik adalah apa saja yang
dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan.
Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya
dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak
dilakukan oleh Pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah
inilah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti
halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau
pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan
pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan

publik (Suharto, 2008). Banyak definisi mengenai kebijakan publik,

2% Delly Maulana dan Arif Nugroho, Kebijakan Publik (Serang : Aa Rizky, 2019), him. 1-
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kebanyakan ahli memberi penekanan pada pembuatan keputusan atau
ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan
membawa dampak baik (good impact) bagi warga negaranya. (Bridgeman,
2004) mengatakan bahwa kebijakan publik mengandung arti: “whatever
government choose to do or not to do”. Artinya kebijakan publik adalah
apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak
dilakukan. Dengan demikian, kebijakan merupakan suatu ketetapan yang
memuat prinsip- prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang
dibuat secara terencana dan konsisten untuk mengatasi masalah dan untuk
mencapai tujuan tertentu. Pemimpin publik (public leaders) harus mampu
membuat kebijakan untuk mencapai “common good”. Namun, ironisnya
dalam situasi krisis, tidak semua pemimpin publik bisa menunjukkan
kepemimpinan yang memadai, yang berakibat pada tergerusnya legitimasi
kepemimpinan, bahkan bisa menyebabkan Kkrisis kepercayaan terhadap
system™.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi
orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar dibuat oleh
pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka
kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang
menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu

proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya,

% Darwin Tuwu, *° Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19>> Jurnal

Publicuho vol.3 no.2 Mei-Juli 2020, hlm 270, http://download.garuda.kemdikbud.go.id/
article.php?article=1732712&val=14495 &title=KEBIJAKAN%20PEMERINTAH%20DALAM%?2
OPENANGANAN%20PANDEMI%20COVID-19, diakses pada tanggal 30 Desember 2023, pukul
10.10.
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kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi yang di jalankan
oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara
modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang
bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan
kualitas kehidupan dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai
kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai
amanat konstitusi®".

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus,
karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan
menegaskan bahwa pemeirntah itu merupakan proses yang melibatkan
banyak institusi dan bukan sekedar institusi yang berdiri independen tanpa
kerja sama dengan pihak lain (Bridgmen & Davis) adanya siklus kebijakan
memberikan keuntungan, antara lain untuk membantu mempermudah
perumusan kebijakan publik, memberikan kesempatan yang bagus untuk
melakukan kajian-kajian kebijakan publik yang relevan secara sistimatis dan
analitis sesai dengan batasan area, dan sebagi tolak ukur untuk menilai
efektifitas dan efesiensi sebuah kebijakan dilihat berdasarkan masing-
masing tahapan proses pembentukan kebijakan. Siklus kebijakan meliputi
formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah
diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.
Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses,

jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah

31 Muhammad Ridha Suaib, Pengantar Kebijakan Publik (Yogyakarta : Calpulis, 2016),
him . xvii.
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ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak
yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan
hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat
kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan,

melalui proses atau tahapan yang cukup panjang.

. Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Ruang lingkup atau area, merupakan wilayah yang menjadi area
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara tradisional meliputi:
masalah pertahanan, hubungan luar negeri, masalah mempertahankan
hukum dan ketertiban. Dalam perkembangannya, domain kebijakan publik
telah melampaui ketiga bidang tersebut di atas, meliputi antara lain: bidang
pendidikan,  kesehatan, perumahan, perdagangan, perhubungan/
transportasi. Oleh karena itu, studi kebijakan publik dewasa ini telah
meliputi berbagai tahap, seperti terangkum dalam lingkaran kebijakan
publik (public cycle) atau tahap-tahap kebijakan publik. Jadi, area kajian
kebijakan publik menurut O. Jones meliputi: penyusunan agenda,
formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan
evaluasi (penilaian) kebijakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat
dikemukakan, bahwa ruang lingkup studi kebijakan publik yang
merupakan tahap-tahap kebijakan publik, dapat dikategorikan ke dalam

proses kebijakan publik®.

57.
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3. Analisis Kebijakan Publik

Secara konseptual metode analisis kebijakan publik menurut Dunn
(1994:41) adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptkan
secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan
dengan kebijakan. Metodelogi analisis kebijakan mempunyai beberapa
karakteristik utama, yakni : perhatian yang tinggi pada perumusan dan
pemecahan masalah, komitmen pada pengkajian baik yang sifatnya
deskriptif maupun kritik, nilai, dan keinginan untuk meningkatkan
efesiensi pilihan di antara sejumlah alternatif kebijakan. Dalam
menganalisis suatu kebijakan maka harus memadukan elemen-elemen dari
berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi,
filsafat. Menurut Dye dalam Dunn analisis kebijakan sebagian bersifat
deskriptif, diambil dari disiplin-disiplin tradisional salah satunya adalah
ilmu politik untuk mencari sebab akibat dari kebijakan publik tersebut.
Namun analisis kebijakan tersebut bersifat normatif, tujuan lain dari
analisis kebijakan adalah menciptakan dan melakukan kritik terhadap
klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan publik untuk generasi masa lalu,
masala kini, dan masa datang.

Selanjutnya, analisis kebijakan menurut Dunn adalah serangkaian
aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat
politis. Proses ini digambarkan sebagai proses pembuatan kebijakan, yang
olen Dunn disebut sebagai tahap penting dari kebijakan publik. Tahap

tersebut adalah sebagai berikut :
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a. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat
strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki
ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan
prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Dalam tahap ini harus
ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan.
Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu
dilakukan yakni: (1) membangun persepsi di kalangan stakeholders
bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab
bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap
masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat lain bukan dianggap sebagai
masalah; (2) membuat batasan masalah; dan (3) memobilisasi
dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.
Dengan demikian pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh
sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut
ditunda untuk waktu yang lama.

b. Formulasi Kebijakan (Policy Formulation)

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian
dibahas olenh para pembuat kebijakan. Masalah -masalah tadi
didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pada
tahap ini, diperlukan forecasting yang merupakan suatu prosedur untuk
mengungkapkan dari masing -masing pilihan kebijakan, dengan

menggunakan teknik -teknik tertentu. Dalam tahap formulasi, analisis
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kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang
berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, mengembangkan
alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan
negoisasi sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih. Dengan
demikian, pada tahapan ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk
mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

Adaptasi Kebijakan (Policy Adaption)

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh
para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif
kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif,
konsensus diantara aktor yang terlibat. Pada tahap ini ditentukan
pilihan-pilihan kebijakan melalui dukungan stakeholders. Tahap ini
ditentukan setelah melalui proses rekomendasi, menurut Effendi
langkah rekomendasi meliputi :

1) Pengidentifikasian alternatif-alternatif kebijakan yang dilakukan
pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan yang
merupakan langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.

2) Pengidentifikasian kriteria-kriteria untuk menilai alternatif yang
akan direkomendasikan.

3) Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan
Kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan

lebih besar daripada efek negatifnya.
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Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan - catatan
elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu
program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan
masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-
badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi
yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap
implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa
implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun
beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.
Penilaian Kebijakan (Policy Assesement)

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari pembuatan kebijakan
publik. Pada tahap ini dilakukan penilaian apakah semua proses
implementasi sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya atau
tidak. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak
yang diinginkan, oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau
kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan
publik telah meraih dampak yang diinginkan®®. Secara umum evaluasi
kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut perkiraan
atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan

dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan

47-49.
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fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada
tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses
kebijakan34.

Sedangkan menurut Thomas R. Dye (2001) menguraikan proses
kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya (Parson, 2005:
154);

a. ldentifikasi masalah kebijakan

Tahap pertama dalam perumusan kebijakan publik adalah
mengumpulkam data mengenai permasalahan sosial yang dialami
masyarakat dan mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat
yang belum terpenuhi. Selanjutnya memilah dan memilih data
mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya
dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi.
Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan
apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila
masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan
kelompok mana yang terkena masalah?. Kemudian setelah ditentutkan
analisis masalah dan kebutuhan maka akan disusun laporan hasil
analisis rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada
berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan

sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat

% Femmy Silaswaty Faried dan Suparwi, “’Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik
Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah’’, Jurnal Supremasi, vol. 9, no. 2, September 2019, him
25-26, https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/716, diakses pada
tanggal 26 November 2023 pukul 20.11 WIB.



https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/article/view/716,

47

pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk
dibahas dan disetujui. Setelah mendapat berbagai saran dari
masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk
memperoleh alternatif-alternatif  kebijakan. Beberapa alternatif
kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan
kebijakan. Untuk selanjutnya, yaitu proses pemilihan model kebijakan
tujuannya terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi
yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan.
Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah
logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Agar pencapaian
tujuan dan pemilihan modal kebijakan dapat terukur secara objektif,
maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi
menjadi acuan, ukuran, dan standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil
yang akan dicapai.
. Penyusunan agenda

Tahap berikutnya adalah agenda setting atau penyusunan
agenda, agenda kebijakan adalah tuntutan-tuntutan agar para pembuat
kebijakan memiliih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan
tertentu. Dengan demikian, maka agenda kebijakan dapat dibedakan
dari tuntutan-tuntuan poltiik secara umum serta dengan istilah prioritas
yang biasanya dimaksudkan untuk merujuk pada susunan pokok-pokok
agenda dengan pertimbangan bahwa suatu agenda lebih penting

dibandingkan dengan agenda lain.
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c. Perumusan kebijakan

Secara konseptual perumusan kebijakan adalah memilih alternatif
kebijakan. Kondisi tersebut memberikan penekanan bahwa perumus
kebijakan akan berhadapan dengan alternatif - alternatif pilihan kebijakan
yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Alternatif
kebijakan itu sendiri didefiniskan oleh Dunn adalah arah tindakan yang
memungkinkan untuk dilakukan yang dapat menyumbangkan pada
pencapaian nilai -nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Tahapan
perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses
kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan
oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh
langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut.
Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan
dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan
ekonomi. Tahap perumusan kebijakan melibatkan aktifitas identifikasi
dan atau merajut seperangkat alternatif kebijakan untuk mengatasi sebuah
permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi tersebut sebagai
persiapan dalam penentuan kebijakan akhir®.

d. Pengesahan kebijakan

Proses legitimasi kebijakan publik dilakukan setelah dilakukan

formulasi atau perumusan kebijakan. Legitimasi adalah proses

pengesahan suatu keputusan menjadi sebuah undang-undang.

% Delly Maulana dan Arif Nugroho, Kebijakan Publik (Serang : Aa Rizky, 2019), him.
57-59.
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e. Implementasi kebijakan
Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan dalam suatau keputusan. Tindakan ini
berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-
pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar
atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.
Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang
seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.
f.  Evaluasi kebijakan
Evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas untuk melakukan
penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai
program-program pemerintah®®.
C. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan
dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas
1. Pengertian Thalasemia
Dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia menyebutkan bahwa
Thalasemia adalah penyakit bawaan berupa kelainan darah yang ditandai
oleh kurangnya hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang
kurang dari normal atau disebut Thalasemia Mayor. Thalasemia Mayor
adalah kondisi seseorang dengan kelainan dua sel kromosom sehingga

mengalami kelainan darah sejak pertama pertumbuhan pada rentang usia 6

% Muhammad Ridha Suaib, Pengantar Kebijakan Publik (Yogyakarta : Calpulis, 2016),
him. xxi-xxxiii.
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(enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan berlanjut sampai
seumur hidupnya atau disebut ppenderita Thalasemia. Sedangkan
thalasemia minor atau yang dapat disebut dengan karier thalasemia adalah
kondisi seseorang dinyatakan sebagai pembawa sifat, traits, pembawa
mutan ¥,

Thalassemia merupakan kelainan genetik terbanyak di dunia.
Kelainan ini diturunkan secara resesif menurut hukum Mendel. Penyakit
yang semula ditemukan di sekitar Laut Tengah ini ternyata tersebar luas
sepanjang garis Khatulistiwa, termasuk Indonesia. Hingga saat ini belum
ditemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Pengobatan
utama penyakit ini ialah pemberian transfusi darah dengan
mempertahankan kadar hemoglobin di atas 10 g/dl; tetapi ironisnya ialah
bahwa jumlah zat besi yang tertimbun dalam organ-organ tubuhnya akibat
transfusi, menjadi salah satu penyebab kematian. Penimbunan zat besi
dalam organ-organ tubuh seperti hati, jantung, kelenjar endokrin dan lain-
lain, menyebabkan gangguan fungsi organ tersebut. Gangguan fungsi
organ mulai tampak pada anak-anak yang telah mendapat banyak transfusi
darah yaitu anak-anak yang berumur lima tahun keatas. Transfusi darah ini
diberikan seumur hidupnya, umumnya jarak antara dua seri transfusi darah
berkisar antara 2-3 bulan. Transfusi yang berulang-ulang inilah sebenarnya
yang menimbulkan banyak komplikasi dalam penanganan penderita

thalassemia. Kadar besi darah (feritin) dapat terus meningkat pada

%" Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan
Pengendalian Thalasmeia di Kabupaten Banyumas BAB 1 Pasal 1 Angka 6-8.
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panderita thalasemia yang tidak tidak diberikan obat khelasi untuk
mengeluarkan besi dari tubuh. Penimbunan besi dalam hati akan
mengganggu  fungsi hati, demikian pula dalam pankreas akan
menimbulkan gejala diabetes. Dalam kelenjar endokrin, penimbunan besi
akan mengganggu pertumbuhan atau perkembangan seksualnya. Bahaya
lain dari pemberian transfusi darah yang berulang ialah masuknya infeksi
yang ditularkan melalui transfusi darah seperti, hepatitis, HIV, parasit dan
lain-lain®,

2. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian
Thalasemia di Kabupaten Banyumas

Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian thlasemia di
Kabupaten Banyumas, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan
Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas bahwa berdasarkan
peraturan bupati tersebut kemudian yang menjadi landasan hukum bagi
Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, dinas kesehatan akan
menjadikan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang

Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia sebagai pedoman dalam

% Iskandar wahidiyat ’Thalassemia dan Permasalahannya Di Indonesia Thalassemia dan
Permasalahannya Di Indonesia’’, Jurnal Sari Pediatri, vol. 5, no. 2, 2003, him 1,
https://scholar.archive.org/work/ou63effgn5bmties3mgbwzrxge/access/wayback/https://saripediatr
i.org/index.php/sari-pediatri/article/download/934/866, diakses pada tanggal 30 November 2023,
pukul 11.35.
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penyusunan program pencegahan dan pengendalian di Kabupaten
Banyumas.

Pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia telah disebutkan beberapa
upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian
thalasemia di Kabupaten Banyumas, yaitu meliputi:

a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan usaha
sistematis untuk mempengaruhi perilaku positif di masyarakat, dengan
menggunakan prinsip dan metode komunikasi baik menggunakan
komunikasi pribadi maupun komunikasi massa. Pelaksanaan KIE
dilakukan secara masif oleh dinas kesehatan dan/atau unit pelaksana
teknis dibawahnya dengan melibatkan lintas sektor, organisasi
kemasyarakatan,organisasi profesi, tokoh masyarakat dan toko agama.
KIE thalasemia tersebut dapat dilakukan melalui tatap muka, media
cetak atau melalui media elektronik™®.

b. Konseling Genetik

Konseling genetik merupakan proses menasihatii individu
dan/atau keluarga yang berisiko mengalami kelainan genetik
thalasemia untuk membantu mereka memahami dan beradaptasi
dengan implikasi medis, psikologis, dan keluarga dari kontribusi

genetik terhadap penyakit thalasemia. Pemerintah daerah melalui dinas

% Pperaturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan
Pengendalian Thalasmeia di Kabupaten Banyumas BAB |11 Pasal 6 Ayat 1-3.
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kesehatan dan/atau unit pelaksana teknis di bawahnya melakukan
konseling genetik kepada individu atau pasangan calon pengantin.
Dalam pelaksanaan konseling genetik tenaga kesehatan harus mampu
menginformasikan pada peserta bila ada yang teridentifikasi karier
thalasemia dan implikasinya.
Dalam melaksanakan konseling genetik dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut :
1) Individu atau pasangan calon pengantin memiliki hak untuk
menentukan pilihan bersedia atau menolak melakukan skrining.
2) Individu atau pasangan calon pengantin memiliki hak untuk
mendapatkan informasi akurat secara utuh; dan
3) Hasil konseling genetik individu atau pasangan calon pengantin
bersifat rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Konseling genetik harus disediakan jjuga ditempat skrining
dilakukan. Hasil konseling genetik dinformasikan berupa
kemngkinan kelainan genetik secara detail dan prosedur obstetri
yang mungkin dijalani*.
c. Skrining Thalasemia
Skrining thalasemia adalah tindakan tindakan untuk
mengetahui ada atau tidaknya indikasi thalasemia yang dilakukan
melalui wawancara, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan darah di

laboratorium. Skrining thalasemia dibedakan menjadi dua, yaitu:

“0 peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan
Penegndalian Thalasemia di Kabiupaten Banyumas BAB IV Pasal 8-9.
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Skrining Retrospektif

Skrining retrospketif merupakan skrining yang dilakukan
kepada keluarga risiko tinggi dan yang sudah memiliki anak
dengan thalasemia. Dinas kesehatan dan/atau unit pelkasana teknis
yang berada dibawahnya bertanggung jawab dalam melakukan
skrining retrospektif. Skrining retrospektif merupakan skrining
thalasemia yang dilakukan kepada saudara kandung penderita
thalasemia dan anak kandung dari penderita thalasemia.

Skrining Prospektif

Skrining prospektif merupakan skrining massal yang
ditujukan kepada penduduk di daerah tinggi frekuensi thalasemia
yang ditujukan kepada pasangan risiko tinggi memepunyai anak
dengan risiko thalasemia dan ditujukan untuk skrining calon
pengantin ( skrining premaria) serta skrining ibu hamil ( skrining
prenatal). Skrining prospektif dilakukan pada kelompok khusus
yaitu pada pasangan yang akan menikah atau calon pengantin,
pasangan yang berencana memiliki anak pertama, dan siswa SLTA
atau sederajat.

Dalam melakukan skrining kepada pasangan calon
pengantin dinas kesehatan dan/atau pelaksana teknis dibawahnya
memiliki tugas untuk menyusun standar operasional prosedur
(SOP), melakukan sosialisasi dan edukasi skirning, memastikan

calon pengantin yang akan menikah menandatangani informed
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concent yang sudah disiapkan oleh dinas kesehatan, melakukan
rujukan ke rumah sakit pusat rujukan thalasemia apabila
didapatkan adanya indkasi thalasemia, melakukan monitoring dan
evaluasi, melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama
Kabupaten Banyumas mengenai pelaksanaan skrining thalasemia
sebagai syarat administrasi dalam pengajuan perkawinan,
mengusulkan anggaran keapda pemerintah daerah, pemerintah
provinsi dan/atau oemerintah pusat, dan membuat pencatatan dan
pelaporan. Bagi calon pengantin yang akan menikah tidak bersedia
melaukan skrining diharuskan untuk menandatangani surat
pernyataan yang sudah disediakan oleh dinas kesehatan.

Skrining kepada siswa SLTA atau sederajat dilakukan
setiap tahun ajaran kepada siswa kelas sebelas. Dalam melakukan
skrining prospektif kepada siswa ditingkat SLTA atau sederajat
dinas kesehatan dan/atau unit pelaksana teknis dibawahnya
memiliki tugas untuk membuat rencana skrining, melakukan
sosialisasi dan edukasi skrining, memastikan siswa yang akan
dilakukan skrining mendapatkan persetujuan dari orang tua atau
wali murid dengan bersedia menandatangani informed concent
yang sudah disiapkan oleh dinas kesehatan, melakukan rujukan
rumah sakit pusat rujukan thalasemia apabila terdapat indikasi
thalasemia, melakukan monitoring dan evaluasi, melakukan kerja

sama dengan cabang dinas pendidikan wilayah X (sepuluh)
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Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Agama Kabuapten
Banyumas dalam pelaksanaan skrining kepada siswa SLTA atau
sederajat dinas kesehatan melakukan koordinasi kepada sekolah
yang menjadi sasaran skrining, mengusulkan anggaran kepada
pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
pusat*’,

Pemerintah daerah membentuk pusat rujukan thalasemia
daerah pada rumah sakit. Rumah sakit yang mennjadi pusat
rujukan thalasemia wajib untuk menyusun rencana standar
pelayanan rujukan, memenuhi sarana, prasaranan, dan sumber daya
manusia (SDM) sesuai standar rujukan dan, memberikan pelayanan
kepada penderita thalasemia sesuai satandar. Dinas kesehatan
bertugas untuk melalukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan
pusat rujukan thalasemia. Rumah sakit pusat rujukan thalasemia
yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Rumah sakit pusat rujukan
thalasemia di daerah yang melakukan skrining thalasemia
bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sampai
ditegakan diagnosa, melakukan edukasi optimal terhadap pasien

dan keluarganya dan, memberikan jawaban rujukan atas hasil

*1 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan
Pengendalian Thalasmeia di Kabupaten Banyumas BAB VI Pasal 12-15.
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pemeriksaan lanjutan kepada fasilitas pelayanana kesehatan
petunjuk®.
d. Kartu Skrining Thalasemia

Dinas kesehatan melalui unit pelayanan teknis mengeluarkan
kartu skrining thalasemia kepada individu dan pasangan calon
pengantin yang telah dilakukan skirining kartu skrining thalasemia
akan memuat data berupa:

1) Identitas individu calon pengantin;

2) Tanggal skrining;

3) Tempat skrining; dan

4) Barcode hasil skrining®.

Pengendalian dan pencegahan thalasemia di Kabupaten
Banyumas selain sudah dilakukan usahanya oleh pemerintah daerah
namun, masyarakat kabupaten Banyumas juga memiliki peran serta.
Peran serta masyarakat thalasemia dilakukan dalam bentuk:

1) Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan
dengan penentuan kebijakan terkait dengan pencegahan dan
pengendalian thalasemia;

2) Melakukan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang
diperlukan untuk mewujudkan pencegahan dan penegndalian

thalsemia;

2 peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan
Pengendalian Thalasmeia di Kabupaten Banyumas BAB VII Pasal 16-17 .

3 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan
Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas BAB VII Pasal 18.
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3) lkut serta dalam memberikan bimbingan, penyuluhan dan/atau
penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
4) lkut serta mendukung kegiatan yang diadakan oleh Yayasan
Thalasemia Indonesia (YTI), Persatuan Orang Tua Penderita
Thalasameia Indonesia (POPTI), Persatuan Penderita Thalasemia
Indonesia dan organisasi kemsyarakatan peduli thalasemia lainnya.
Terkait dengan pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan
berkenaan kebijakan dengan pencegahan dan pengendalian
thalasemia dapat dilakukan langsung kepada satuan Kkerja
perangkat daerah terkait, melalui lapak aduan pemerintah daerah
atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi,
seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi
(cetak, elektronik, dan lain sebagainya)®.
D. Hifdz AI-Nafs
1. Konsep Maqgasid Al-Shari’ah
Magqasid al-shari’ah terdiri dari dua kata magasid al-shari’ah. Kata
maqasid merupakan bentuk jama' dari magsad yang berarti maksud dan
tujuan, sedangkan a/-shari’ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah
yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani demi mencapai
kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Maka dengan
demikian,maqgasid al-shari’ah  berarti kandungan nilai yang menjadi

tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, magqasid al-shari’ah

* Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan
Pengendalian Thalasemia di kabupaten Banyumas BAB X Pasal 19.
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adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum).
Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam,
mengatakan bahwa segala takliff hukum selalu bertujuan untuk
kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah
tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba
tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemulian Allah. Jadi,
sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Menurut
Satria Efendi, magasid al-shari’ah mengandung pengertian umum dan
pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa
yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang
ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung
di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian
istilah magashid al-Syariah menurut al-Syathibi maqasid al-shari’ah
(maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah
dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat
khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu
rumusan hukum. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan
magqasid al-shari’ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang
dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar
hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang
diletakkan oleh syara’ pada setiap hukumnya.

Dr. ‘Alal Al-Fasi memberikan definisi maqgasid al-shari’ah yang

lebih ringkas lagi, sebagai berikut:
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LalSoT e oS 7 s Hladl Lasy o Sl Lgrn 2Rl
“Tujuan (umum) dari pemberlakukan syariat dan beberapa rahasia
(khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukum”®.

Adapun tujuan magqgasid al-shari’ah yaitu untuk kemaslahatan
manusia. Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur
pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan,
akal, dan harta. Tujuan syari’ dalam mensyariatkan ketentuan hukum
kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-
kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang
dharuriyyat,hajiyyat,tahsiniyyat.

Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah
untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga
kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum
Muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang
terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya*®. Keberadaan
maqasid al-shari’ah , sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari
kesepakatan mayoritas ulama dan mujtahid (ijma®). Dari sisi ijma“ dapat
dilihat ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang,
menyepakati bahwa syariat islam itu mengandung kemudahan dan

meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat.

> Ahmad Junaidi, Magasid Al-Shariah & Hukum Islam (Depok : Pena Salsabila, 2021),
him. 47-48.

*6 Muhammad Syukri Nasution & Rahmat Hidayat Nasution, Fisalafat Hukum Islam &
magqasid al-shari’ah (Jakarta : Kencana, 2020), him. 44.
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Magqgasid Al-Shari’ah yang merupakan penelusuran terhadap
tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan
perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan
tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman
hukum islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan
hukum islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum islam yang
baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-
Qur’an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi
umat tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui magashid al-syariah
hukum islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan
hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan
lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-
prinsip hukum islam itu sendiri. Kandungan adalah pada kemaslahatan.
Kemaslahatan itu, melaui analisis maqashid syari“ah tidak hanya dilihat
dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan
pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilainilai
filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.
Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat,
berdasarkan penelitian para ahli ushul figh, ada lima unsur pokok yang
harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-

nats), akal (hitz al-aql), keturunan (hitz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).



62

a. Agama (hifz al-din)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan.
Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah,
hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk
mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan
mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya,
agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok
yang lima yang menjadi dasar agama islam, yaitu persaksian bahwa
tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah
utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di
bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah. Untuk memelihara
agama, manusia diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kepada
Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir,
mengucapkan dua kalimat syahadat dan melakukan ibadah pokok
lainnya. Allah SWT juga menyuruh manusia untuk berjihad di jalan
Allah SWT. Di samping itu, Allah SWT melarang manusia berbuat
sesuatu yang dapat menghilangkan agama. Karena itu, Allah
mengharamkan murtad.

b. Jiwa (hifz al-nafs)

Untuk memelihara jiwa yang telah diberikan Allah, manusia
harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan,
dan mencegah penyakit. Allah SWT melarang segala perbuatan yang

dapat merusak jiwa, seperti pembunuh orang lain atau diri sendiri dan
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disyariatkan hukum qishash sebagai hukuman bagi pelaku

pembunuhan.

. Akal (hitz al-aql)

Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi
manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga
keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut
ilmu. Manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan
atau merusak akal. Dalam hal ini Allah melarang meminum khamr dan
segala perbuatan yang memabukan dan mengenakan hukuman
terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang
memabukan karena dapat merusak akal.

Keturunan (hitz al-nasl)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan
untuk kelangsungan hidup manusia, perlu adanya keturunan yang sah.
Segala perbuatan yang mengaruh pada penghapusan dan perusakan
keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Untuk memelihara
keturunan, Allah melarang berbuat zina dan Allah menjatuhkan
hukuman berat bagi pelaku dan siapa saja yang menuduh orang lain
berbuat zina yang tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah.

Harta kekayaan (Aifz al-mal)

Islam mensyariatkan umat-Nya untuk memelihara harta, segala

usaha untuk mencari harta yang halal dan baik merupakan perbuatan

baik yang diperintahkan oleh syara’. Adapun untuk memelihara harta
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kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian,
menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri,
pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakan harta
orang lain dan Allah SWT menetapkan hukuman potong tangan bagi
pencuri, dan melarang perbuatan yang menjurus pada kerusakan harta.
2. Peranan Magqasid Al-Shari’ah Dalam Perkembangan Hukum Islam

Pengetahuan tentang maqasid al-shari’ah sebagaimana yang
ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah hal yang sangat penting,
mengerti dan memahami tentang magqasid al-syari’ah dapat dijadikan
sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur’an dan as-sunnah,
membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (ta’arud al-
adillah) dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu
hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum
dalam al-Qur’an dan as-sunnah jika menggunakan kajian semantik
(kebahasaan). Metode istinbath al-hukum dengan menggunakan giyas
(analogi), istihsan, dan maslahah al-mursalah adalah metode-metode yang
dapat dipakai dalam pengembangan hukum Islam dengan mengunakan
magqasid al-shari’ah sebagai dasarnya. Misalnya metode Qiyas baru bisa
dilaksanakan bilamana dapat ditentukan maqasid al-shari’ahnya yaitu
dengan menemukan illat al-hukm dari sebuah permasalahan hukum,
sebagai contoh hukum tentang khamar menurut penelitian para ulama’
bahwa magasid al-shari’ah dari diharamkanya khamar adalah karena

sifatnya yang dapat memabukkan sehingga dapat merusak akal manusia,
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dengan demikian yang menjadi illat al-hukm dari khamar adalah sifat yang
memabukkan dan merusak akal, sedangkan khamar hanya salah satu
contoh dari sekian banyak hal yang memiliki kesamaan sifat dengannya®’.
3. Tingkatan Hifdz Al-Nafs
Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat
dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, contoh: memenuhi
kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat
terancamnya eksistensi jiwa manusia.

b. Memelihara jiwa dalam peringkat Aajiyyat, contoh: diperbolehkan
berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi
manusia,melainkan akan mempersulit hidupnya.

c. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat contoh: diterapkannya
tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan
kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi

jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

" Muhammad zikri dkk, “Peran Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Sistem
Ekonomi Islam’’, Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0, vol. 1, 2022, hlm 473,
https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/kiiies50/article/download/1122/683, diakses pada tanggal 2
Desember 2023, pukul 13.40 WIB.
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan yang
berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran
suatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi (pasal 1 ayat 4 UU Nomor 18 tahun 2002 tentang sistem nasional
penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran
atau untuk lebih membenarkan kebenaran®®. Dalam penelitian dibutuhkan suatu
metode sebagai upaya yang dipakai dalam mencari jawaban atas permasalahan
yang diangkat dalam penelitian. Sedangkan dalam lingkup penelitian hukum
adalah serangkaian aktivitas ilmiah dalam rangka memahami permasalahan
hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu
solusi untuk mengatasi permasalahan hukum™.

A. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,

penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan

“8 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya,
2021), him. 49.

* Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “rMetodologi Penelitian Hukum sebagai
Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan vol.7, no. 1,
Juni 2020, him 23, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859 , diakses
pada tanggal 4 Desember 2023, pukul 09.00 WIB.
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sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau
interpretasi dari individu atau informan dengan latar ilmiah. Dengan kata lain,
penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seseorang individu
melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini
merupakan hasil interaksi sosialnya, karena hasil dari penelitian ini berupa
gambaran terhadap fenomena yang ada *°. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis
adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan
hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Dengan
menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis atau sosiologi hukum,
yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap
hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat
memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu
empiris.
. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian
yang menekankan penelitian agar memperoleh pengetahuan hukum secara
empiris dengan jalan terjun langsung keobjeknya. Dengan menggunakan
pendekatan penelitian yuridis sosiologis atau sosiologi hukum, vyaitu
pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap

hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat

%% Sudaryono, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), him. 91.
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memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu
empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menguraikan
secara rinci mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu berkaitan dengan
analisis kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas, di mana
hasil dari penulisannya berupa pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya’’.
C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat maupun wilayah yang dipilih dalam
melangsungkan suatu penelitian, dalam hal ini pemilihan lokasi penelitian
digunakan untuk mempermudah melakukan penelitian. Adapun lokasi
penelitian yang ditetapkan, yaitu Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyumas
yang beralamat di JI. Kabupaten No.1, Purwokerto, Sokanegara, Kec.
Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115. Kantor
pemerintah daerah Kabupaten Banyumas merupakan komplek pusat
pemerintahan Kabupaten Banyumas. Lokasi selanjutnya vyaitu Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas yang beralamat di JI. RA Wiryaatmaja No.4,
Pesayangan, Kedungwuluh, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53133. Maka berikut adalah alasan pemilihan lokasi penelitian, yaitu:
1. Pemilihan Kabupaten Banyumas sebagai lokasi penelitian dalam analisis
proses kebijakan Peraturan Bupati mengenai Thalasemia tersebut

dikarenakan Kabupaten Banyumas menjadi Kabupaten di Jawa Tengah

*! Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi
Media Publishing, 2015), him. 28.
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dengan kasus tinggi nomor satu dengan jumlah kasus 243 penderita
thalasemia pada tahun 2022 .

2. Pemilihan Sekretariat Kabupaten Banyumas sebagai lokasi penelitian
karena pemerintah daerah dalam hal ini bupati sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemilihan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai lokasi
penelitian karena dinas kesehatan adalah perangkat daerah yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan serta terdapat data
yang berkaitan dengan thalasemia di Kabupaten Banyumas.

D. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan sumber
data penelitian diperoleh. Subjek penelitian, yakni sesuatu yang melekat dalam
dirinya suatu masalah yang bisa diteliti serta menjadi wadah diperolehnya data
dalam penelitian & Adapun penelitian ini, penulis menentukan subjek
penelitan dengan mengutamakan wawancara dengan pihak-pihak yang
dianggap berkaitan dan mengetahui tentang kebijakan Peraturan Bupati

Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian

Thalasemia di Kabupaten Banyumas. Berikut adalah kriteria pemilihan pihak-

pihak terkait, yaitu:

1. Sekretariat Kabupaten Banyumas bagian hukum pada tenaga ahli bidang

hukum dan bidang perancang peraturan perundang-undangan.

°2 Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), him. 61.
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2. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit penanggung jawab program penyakit tidak
menular.

E. Objek Penelitian
Objek penelitian merupakan fokus sasaran dari suatu penelitian berupa
perorangan, lembaga atau organisasi maupun suatu barang. Menurut

Sugiyono (2019:38) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan objek

penelitian merupakan suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian dalam penelitian ini
adalah Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang

Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas.

F. Sumber Data
Sumber data merupakan suatu bahan seperti wawancara, observasi,
maupun rujukan buku, dan bahan lainnya yang dapat dijadikan rujukan yang
berkaitan dengan penelitian ini. Penggunaan sumber data terhadap suatu
penelitian berfungsi untuk membantu menjawab permasalahan dalam
penelitian, serta guna mengetahui validasi dan bisa dipertanggungjawabkan.

Berikut sumber data yang dipakai, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data berasal dari sumber utama atau pertama
dan sumber data pertama tersebut yang memberikan informasi langsung

kepada penulis tentang data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.
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Bentuknya dalam penelitian empiris, yaitu yang berasal dari data lapangan,
data lapangan diperoleh dari para narasumber yang berkaitan dengan
penelitian®®. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field
research, maka yang dijadikan sebagai sumber data primer oleh penulis,
yaitu berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan oleh peneliti untuk
melengkapi data primer, data sekunder dapat diperoleh atau dikumpulkan
oleh peneliti melalui Undang-undang, buku-buku, jurnal, artikel, internet,
kamus dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi

Dalam pengumpulan data oleh peneliti pertama kali dilakukan
proses mengobservasi tempat penelitian. Observasi berarti peninjauan
maupun pengamatan secara cermat mengenai suatu fenomena yang akan
diteliti. Adapun dalam penelitian ini prosesnya meninjau langsung ke
lokasi penelitian, yaitu di Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyumas dan
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Observasi dilakukan guna
mempermudah penulis dalam mendapatkan informasi yang berkaitan
dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang

Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia.

5% Ishagq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi,

(Bandung: Alfabeta, 2017), him. 71-72.
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2. Wawancara
Wawancara atau interview adalah usaha yang digunakan untuk
mengetahui dan mendalami pendapat dan argumen pihak yang diteliti
berkaitan dengan perilaku serta realitas terkait dengan masalah
penelitian®. Wawancara juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan
untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan
tertentu®. Dalam hal ini wawancara dilakukan berupa aktivitas tanya
jawab antara penulis dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi
Setelah melakukan proses observasi dan wawancara langkah
selanjutnya berupa dokumentasi. Dokumen merupakan sumber data yang
digunakan guna melengkapi penelitian yang berbentuk sumber gambar
(foto) serta catatan-catatan penting yang secara keseluruhan memberikan
informasi  bagi proses penelitian. Dalam penelitian, dokumentasi
merupakan pelengkap dan pendukung data dari hasil observasi serta
wawancara terkait dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor
18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di

Kabupaten Banyumas.
H. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu
purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sempel yang

dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitan. Alasan peneliti memilih

* Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011),
him. 12.
*® Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), him. 95.
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untuk menggunakan teknik purposive sampling ini karena sebelumnya peneliti
telah menentukan karakteristik dan pertimbangan Kriteria tertentu terhadap
sampel yaitu peneliti hanya memilih responden tertentu yang dianggap
memiliki informasi dan benar-benar mengetahui permasalahan yang diangkat
sehingga peneliti mendapatkan data yang akurat dan memadai®®. Dalam
pengambilan responden dengan menggunakan teknik sampling purposive
sampling sehingga peneliti memilih responden yaitu pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyumas bagian hukum dan bidang hukum peraturan perundang-
undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dan Penanggung Jawab
Program Penyakit Tidak Menular Bidang Pencegahan Dan Pengendalian
Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
I. Analisis Data
Metode analisis data adalah serangkaian proses perincian sebagai suatu
proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola dan kategori
adanya proses ini untuk penyederhanaan data menjadi bentuk yang lebih
mudah dibaca. Pada skripsi ini menggunakan model Miles and Huberman,
yang dalam prosesnya terdapat tiga tahapan sebagai berikut®’:
1. Reduksi Data
Tahapan awal dalam analisis data, yaitu reduksi data yang
merupakan proses meringkas, data-data yang akan direduksi dipilih semua
informasi apa saja yang menunjang data penelitian dan ditulis selama

proses pencarian data di lapangan, di mana bertujuan untuk membuat

*® Ishag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi
(Bandung: Alfabeta, 2017), him. 71-72.
>’ Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif, (Solo: Cakra Books, 2014), him. 174.
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fokus sehingga dapat dipahami dengan baik dan memperoleh data yang
valid. Maka dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan data
dan memfokuskan pada hasil wawancara terkait dengan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian
Thalasemia di Kabupaten Banyumas.
. Sajian Data

Tahapan selanjutnya setelah dilakukan reduksi data yaitu, sajian
data. Sajian data merupakan gabungan informasi yang dipakai untuk
menarik simpulan dan menetapkan tindakan. Di mana dalam sajian data
penelitian kualitatif biasanya disampaikan dalam bentuk narasi untuk
mudah dipahami serta membantu penulis dalam proses analisis. Adapun
sajian data yang nantinya dilakukan oleh peneliti berupa penulisan seluruh
data dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isi data,
dengan ini hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti ditulis dalam
bentuk narasi guna mempermudah penggabungan data lapangan dengan
data Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
Penegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas.
Penarikan Simpulan

Tahapan terakhir, dalam langkah ini dimaksudkan berupa kegiatan
penafsiran terhadap hasil analisis data, dalam penelitian kualitatif harus
berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah digali. Di mana

data tersebut merupakan hasil dari proses penelitian. Dalam hal ini penulis
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akan melakukan penentuan data (data primer maupun sekunder) yang telah

didapatkan dan kemudian merumuskan dalam bentuk kesimpulan.



BAB IV
ANALISIS PROSES KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN THALASEMIA DI KABUPATEN BANYUMAS

PERSPEKTIF HIFDZ AL-NAFS

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

U PETA KABUPATEN BANYUMAS

" ;‘s KAB. PURBALINGGA

KOTA KABUPATEN
° KOTA KECAMATAN
. — JALAN NEGARA/NASIONAL
3 3 3 TRl L — JALAN PROPINSI
KAB. CILACAP g H g o JALAN KABUPATEN
&5 BATAS KABUPATEN

Kabupaten Banyumas memiliki daratan seluas 1.327,59 kma2.
Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan. Kabupaten Banyumas berdiri
pada tahun 1582, pada tanggal 6 April 1582 atau bertepatan dengan tanggal 12
Robiul Awal 990 Hijriyah. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah
(Perda) Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas Nomor 2 Tahun
1990.Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas, dengan pendirinya yang
pertama adalah Raden Joko Kahiman yang kemudian menjadi Bupati yang
pertama, dikenal dengan julukan atau gelar Adipati Marapat (Adipati Mrapat).

Riwayat singkat diawali dari jaman pemerintahan kesultanan Pajang, dibawah

76
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pimpinan raja Sultan Hadi Wijaya.Kisah pada saat itu terjadi suatu peristiwa
yang menyebabkan kematian Adipati Wirasaba ke - 6 (Warga Utama ke-I)
dikarenakan kesalah pahaman dari Kanjeng Sultan pada waktu itu. Sehingga
terjadi musibah pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten
Purworejo (sekarang), sewaktu Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari
pisowanan ke Pajang Dari peristiwa tersebut untuk menebus kesalahannya,
Sultan Pajang memanggil para putra Adipati Wirasaba namun, tidak ada yang
berani menghadap. Kemudian salah satu diantara putra menantunya
memberanikan diri menghadap. Namun apabila nanti mendapatkan murka
akan dihadapi sendiri, dan apabila mendapatkan anugerah atau kemurahan
putra-putra yang lain tidak boleh iri hati. Dan ternyata beliau diberi anugerah
dengan diwisuda menjadi Adipati Wirasaba ke-7. Semenjak itulah putra
menantu yaitu Raden Joko Kahiman menjadi Adipati dengan gelar Adipati
Warga Utama Il. Kemudian sekembalinya dari kesultanan Pajang atas
kebesaran hatinya dan dengan izin Kanjeng Sultan, bumi Kadipaten Wirasaba
dibagi menjadi empat bagian yang kemudian diberikan kepada para iparnya.
1. Wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kyai Ngabei Wirayuda.
2. Wilayah Merden diberikan kepada Kyai Ngabei Wirakusuma.
3. Wilayah Wirasaba diberikan kepada Kyai Ngabei Wargawijaya.
4. Wilayah Kejawar dikuasai sendiri dengan membuka hutan mangli, yang
kemudian dibangun pusat pemerintahan dan yang kemudian menjadi

nama Kabupaten Banyumas.
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Karena kebijaksanaannya membagi wilayah Kadipaten menjadi empat

untuk para iparnya, maka beliau dijuluki Adipati Marapat. Mulai tahun 2016,

peringatan Hari Jadi Banyumas akan jatuh pada tanggal 22 Februari.

Sebelumnya peringatan Hari Jadi Banyumas bertanggal 6 April. Perubahan ini

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2015

tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas, Peraturan Daerah tersebut mencabut

Perda sebelumnya No 2 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas.

Dengan perubahan hari jadi ini, ada perbedaan rentang waktu 11 tahun,

dimana Hari Jadi Banyumas yang baru ditetapkan 11 tahun lebih tua®®. Untuk

mengoptimalkan dan memajukan peradaban suatu wilayah maka sudah
menjadi kewajiban pejabat pemerinthan untuk menentukan visi dan misinya,
berikut visi dan misi kabupaten Banyumas.

Visi :

Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri .

Misi :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan
membangun sistem integrasi birokrasi yang profesional, bersih,
partisipatif, inovatif dan bermartabat

2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan

layanan dasar pendidikan dan kesehatan

%8 portal Pemerintah Kabupaten Banyumas Kecamatan Ajibarang, Sejarah Kabupaten
Banyumas,http://ajibarangkec.banyumaskab.go.id/page/34239/sejarah-singkat-banyumas, diakses
pada tanggal 03 Januari 2024, pukul 08.45 WIB.
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3. Meningkatakan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas,
berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja
yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan
memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri
kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian
dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius
. Analisis Proses Kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun
2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia
Seiring dengan perkembangan zaman akibatnya terjadi perubahan gaya
hidup manusia karena terdapat modernisasi serta globalisasi yang akibatnya
telah menyebabkan terjadinya peningkatan penyakit. Salah satu penyakit tidak
menular yang menjangkit serta menjadi ancaman bagi warga Kabupaten
Banyumas yaitu penyakit thalasemia atau dapat disebut dengan anemia
mediterania. Kabupaten Banyumas menjadi kabupaten tertinggi dengan
jumlah 243 kasus pengidap thalasemia dari total meliputi 1.000 pengidap yang
terdapat di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam amanat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

dijelakan Pasal 28 H Ayat 1 bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
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dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Karena permasalahan
kesehatan diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945,
oleh karena itu masalah kesehatan sejauh ini masih menjadi perhatian bagi
pemerintah Indonesia. Dalam menjalankan urusannya pemerintah daerah
berpedoman kepada urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke
Daerah dari pemerintah pusat urusan konkuren tersebut kemudian menjadi
dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) salah
satu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu
dalam bidang kesehatan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Banyumas sebagai upaya tanggung jawab pemenuhan kesehatan
dan upaya pencegahan thalasemia maka ditetapkan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian
Thalasemia di Kabupaten Banyumas. Peraturan Bupati Banyumas ini terdiri
dari 20 Pasal dan adapun beberapa pasal yang secara spesifik menjelaskan
mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pencegahan dan
pengendalian thalasemia terdapat dalam BAB IllI sampai dengan BAB VII.
Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dirancang dan diajukan oleh Bupati
dan ditetapkan oleh Bupati untuk menindaklanjuti Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi. Daerah diberikan kewenangan oleh Pemerintah
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Pusat untuk membuat kebijakan daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan
otonomi daerah serta untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta,
prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan rakyat. Dalam pembahasan ini khususnya mengenai peraturan
bupati maka, akan termasuk kebijakan publik, karena sebagai daerah otonom
suatu daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan publik melalui
peraturan bupati.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program,
aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang
dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian
masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting
bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.Kebijakan bisa berasal dari seorang
pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/
tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh
para pelaku (stakeholders) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan
tertentu. Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara
beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi
perumusannya.

Kebijakan publik dapat didefinsikan sebagai serangkaian kegiatan
yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang
melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu
yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan

publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.
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Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada
peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Kebijakan publik
mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota
masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan
dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh
badan/ lembaga yang berwenang®®. Aspek yang penting dalam kebijakan
publik yaitu analisis kebijakan publik.

Secara konseptual metode analisis kebijakan publik menurut Dunn
(1994:41) adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptkan
secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan
dengan kebijakan. Analisis kebijakan menurut Dunn adalah serangkaian
aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat
politis. Proses ini digambarkan sebagai proses pembuatan kebijakan, yang
oleh Dunn disebut sebagai tahap penting dari kebijakan publik. Tahapan
tersebut menurut Dunn yaitu, meliputi :

1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

2. Formulasi Kebijakan (Policy Formulation)

3. Adaptasi Kebijakan (Policy Adaption)

4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

5. Penilaian Kebijakan (Policy Assesement)

% Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani Konsep Umum Pelaksanaan
Kebijakan  Publik’’,  Jurnal  Publik, vol. 11, no. 01, 2017, hlm 2-3,
https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1, dikases pada tanggal 13 Maret 2024
pukul 11.23 WIB
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Sedangkan dalam Penelitian ini menggunakan model analisis Proses
Kebijakan Publik menurut Thomas R Dye bahwa terdapat enam proses kebijakan
publik vyaitu, identifikasi masalah, penyusunan agenda setting, perumusan
kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.
Di bawah ini adalah hasil wawancara serta observasi yang dilakukan oleh peneliti,
sekaligus menjawab rumusan masalah berupa bagaimana analisis kebijakan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan
Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas, penulis melakukan
wawancara terhadap beberapa informan yang memang mengetahui dan memiliki
keterikatan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis proses
kebijakan publik menurut Thomas R Dye yang dapat dijelaskan sebagai
berikut :

1. Identifikasi Masalah

Tahap pertama dalam perumusan kebijakan publik adalah
mengumpulkam data mengenai permasalahan sosial yang dialami
masyarakat dan mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat
yang belum terpenuhi. Selanjutnya memilah dan memilih data mengenai
masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan
ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi.

Bersumber pada keterangan wawancara yang dilakukan oleh

penulis dengan keterangan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan
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Ibu Yulieta Rizkie Paningtyas, S.H. sebagai tenaga ahli bidang hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, mengungkapkan bahwa :%°

Mengenai proses identifikasi masalah yang berkaitan dengan latar
belakang masalah thalasemia sehingga dapat kami jadikan
peraturan bupati karena atas amanat dari Undang-Undang Dasar
1945 dan penanganan dalam bidang kesehatan merupakan
kewenangan kami sebagai daerah kabupaten sesuai dengan yang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14
Ayat (2), selain itu thalasemia ini kan dapat kita cegah dan
minimalisir angka penderita nya oleh karena itu iya kami usahakan
untuk mencegah dan mengendalikan thalaemia di Kabupaten

Banyumas ini agar tidak semakin bertambah parah.
Terdapat tambahan keterangan narasumber dengan Ibu Ixora
Adhitama S.H.,M.Kn. Sebagai tenaga ahli bidang hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Banyumas, mengungkapkan bahwa®*:

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18
Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di
Kabupaten Banyumas ini juga sebagai landasan hukum dalam
upaya pencegahan dan pengendalian thalasemia yang pada tahun
2022 itu kasusnya melonjak di Kabupaten Banyumas hingga
Kabupaten Banyumas menjadi Kabupaten dengan jumlah kasus

thalasemia tertinggi di Jawa Tengah.

Terkonfirmasi dengan keterangan wawancara yang dilakukan oleh

penulis dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program

80 \Wawancara dengan Ibu Yulieta Rizkie Paningtyas S.H, sebagai tenaga ahli bidang
hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 10.15.

81 Wawancara dengan Ibu Ixora Adhitama S.H.,M.Kn., sebagai tenaga ahli bidang hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 10.25.
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penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas,
mengungkapkan bahwa® :

Kami mengajukan isu masalah thalasemia karena ditahun 2022 itu
memang Kabupaten Banyumas menjadi Kabupaten dengan tingkat
penderita thalasemia tertinggi nomor satu di Jawa Tengah. Namun,
karena thalasemia ini merupakan penyakit keturunan dan
sebenarnya dapat dicegah agar tidak semakin bertambah banyak.

Oleh karenanya, kami sebagai perangkat daerah yang membidangi

urusan pemerintahan di bidang kesehatan mengambil langkah

untuk mengajukan isu tersebut menjadi perbup agar nantinya
segala kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian thalasemia

di Kabupaten Banyumas terdapat landasan hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menilai bahwa
Pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya Dinas Kesehatan sebagali
perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum
dan Sekretariat Kabupaten Banyumas bagian hukum telah berupaya untuk
memenuhi amanat konstitusi dan telah berupaya untuk memenuhi
tanggung jawab sebagai daerah kabupaten yang telah diberi wewenang
untuk menanggulangi serta memberi penangan terhadap penyakit
thalasemia yang telah menjangkit warga Kabupaten Banyumas.
Pemerintah Kabupaten Banyumas yang membidangi urusan kesehatan
telah berhasil mengangkat isu thalasemia ini hingga perbup pencegahan

dan pengendalian thalasemia di Kabupaten Banyumas berhasil hingga ke

tahap legalisasi.

82 \Wawancara dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program
penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 22 Maret pukul
10.00
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2. Penyusunan Agenda Setting

Barbara Nelson menyatakan bahwa proses agenda setting
berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru,
memutuskan untuk memberi perhatian secara personal dan memobilisasi
organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut.

Bersumber pada keterangan wawancara yang dilakukan oleh
penulis dengan keterangan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan
Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program penyakit tidak
menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, mengungkapkan
bahwa® :

Sebelum pengajuan draft perbup kami kirimkan ke Sekretariat
Daerah Banyumas, Dinas kesehatan yang membidangi urusan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah mempelajari
mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam
pencegahan dan pengendalian thalasemia kemudian kami,
mengkomunikasikan mengenai hal tersebut dengan lintas sektor.
Contohnya seperti skrining prospektif yang dilaksanakan pada
siswa SLTA maka, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas akan
mengkomunikasikan terkait hal tersebut kepada Dinas Pendidikan
Wilayah X (Sepuluh) Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian

Agama.

% Wawancara dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program
penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 22 Maret 2024
pukul 10.15.
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Terkonfirmasi dengan hasil wawancara Ibu Yulieta Rizkie
Paningtyas, S.H. sebagai tenaga ahli bidang hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyumas, mengungkapkan bahwa®*:

Terkait tahapan agenda setting ini kami bagian hukum hanya

menerima draft peraturan bupatinya, karena surat pengajuan dari

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai pemrakarsa atas

usulan peraturan bupati terkait thalasemia tersebut, data dan

langkah alternatif kebijakan itu juga yang menentukan dari pihak

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Sebenarnya kami berharap

akan perda yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian

thalasemia ditingkat provinsi hingga khususnya ditingkat

Kabupaten Banyumas itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menilai bahwa Dinas
Kesehatan sebagai dinas terkait yang menangani permasalahan di bidang
kesehatan khususnya dalam hal ini mengenai masalah thalasemia telah
menjalankan proses agenda setting dengan terlebih dahulu mempelajari
masalah baru yaitu berupa thalasemia dan telah mengkomunikasikan
rencana kebijakan yang akan diambil dengan melibatkan lintas sektor.
Perumusan Kebijakan

Tahap proses kebijakan di mana rangkaian tindakan yang relevan
dan dapat diterima untuk menangani masalah publik tertentu diidentifikasi
dan ditetapkan menjadi undang-undang (Lester dan Stewart, 2000).

Bersumber pada keterangan wawancara yang dilakukan oleh

penulis dengan lbu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab

8 Wawancara dengan Ibu Yulieta Rizkie Paningtyas S.H, sebagai tenaga ahli bidang

hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 10.35.



88

program penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas,
mengungkapkan bahwa® :

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas sebagai upaya pencegahan terhadap angka kelahiran
thalasemia mayor dan mengendalikan penambahan kasus
thalasemia di Kabupaten Banyumas berupa pengajuan masalah
tersebut sehingga dapat ditetapkan sebagai Peraturan Bupati
Banyumas, karena ditingkat pusat dan daerah provinsi belum
terdapat peraturan yang khusus membahas mengenai pencegahan
dan pengendalian thalasemia. Walaupun kami menilai bahwa
dengan adanya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022
Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia belum tentu
dapat mencegah angka penambahan kasus namun, itu merupakan
kebijakan yang kami rasa paling tepat untuk diambil saat itu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menilai bahwa
langkah kebijakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas dengan mengajukan penetapan Perbup mengenai thalasemia
maka dinkes akan memiliki landasan hukum dan nantinya dapat
mempermudah  Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk
melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pencegahan dan
pengendalian thalasemia.

4. Pengesahan Kebijakan
Legitimasi adalah proses pengesahan suatu keputusan menjadi

sebuah undang-undang.

% Wawancara dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program
penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 22 Maret 2024
pukul 10.25.
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Bersumber pada keterangan wawancara yang dilakukan oleh
penulis dengan lbu Endah Dwi Abriyanti, S.H,.M.H. sebagai perancang
peraturan perundang-undangan ahli muda bagian hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyumas sebagai tenaga ahli bidang perundang-
undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, mengungkapkan
bahwa®® :

Setelah terdapat rancangan perbup yang telah disusun oleh dinas
kesehatan yang terkait dengan masalah thalasemia, kemudian
nantinya bidang perundang-undangan akan memperhatikan muatan
rancangan perbup tersebut apakah perbup yang diajukan oleh dinas
kesehatan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau
tidak dan apakah rancangan perbup tersebut berkaitan dengan
kepentingan umum. Kemudian peran kami sebagai yang
membidangi perundang-undangan kami juga turut serta dalam
proses harmonisasi draft perbup yang kami laksanakan dengan

bidang hukum dan pemrakarsa.
Terkonfirmasi dengan hasil wawancara Ibu Yulieta Rizkie
Paningtyas, S.H. sebagai tenaga ahli bidang hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Banyumas, mengungkapkan bahwa®’ :

Kami selaku bidangi hukum pada sekda turut dalam harmonisasi
rancangan perbup yang telah diajukan oleh dinkes, harmonisasi
tersebut kami laksanakan bersama dengan bidang perundang-
undangan dan dinas kesehatan. Untuk proses legislasinya Peraturan

Bupati Banyumas Nomor 18 tahun 2022 Tentang Pencegahan dan

% Wawancara dengan Ibu Endah Dwi Abriyanti, S.H,.M.H. sebagai perancang peraturan
perundang-undangan ahli muda bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, pada
tanggal 13 Maret 2024 pukul 10.50.

" Wawancara dengan Ibu Yulieta Rizkie Paningtyas S.H, sebagai tenaga ahli bidang
hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 11.15.
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Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas ditetapkan pada

tanggal 11 Mei 2022 oleh Bupati Banyumas saat itu yaitu oleh

Bapak Achmad Husein dan pada tanggal tersebut juga sekaligus

diundangkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menilai bahwa
dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 tahun 2022
Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten
Banyumas maka peraturan bupati tersebut telah berlaku dan memiliki
kekuatan hukum mengikat, untuk kemudian dapat diimplementasikan oleh
perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang
kesehatan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang
seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Dalam Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 18 tahun 2022 Tentang Pencegahan dan
Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas sudah disebutkan
pencegahan dan pengendalian thalasemia yang harus dijalankan oleh dinas
kesehatan, upaya pencegahan yang diberikan kepada masyarakat yang
terindikasi thalasemia minor dan masyarakat pada umumnya. Upaya
pencegahannya meliputi skrining, konseling genetik, dan komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE), sedangkan upaya pengendaliannya yaitu
diberikan kepada para penderita thalasemia.

Bersumber pada keterangan wawancara yang dilakukan oleh

penulis dengan lbu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab
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program penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas,

mengungkapkan bahwa®® :

Implementasi upaya pencegahan thalasemia berupa skrining
retrospektif tentu kami sudah jalankan pada ring 1 yaitu saudara
kandung penderita thalasemia dan anak kandung penderita
thalasemia sedangkan untuk skrining prospektif kami tujukan
kepada calon pengantin yang kami curigai memiliki hb rendah dan
untuk para siswa SLTA atau sederajat. Untuk pelaksanaan skrining
di SLTA sebelumnya kami telah mengkomunikasikan mengenai
program skrining prospektif tersebut kepada Dinas Pendidikan
Wilayah X (Sepuluh) Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian
Agama Kabupaten Banyumas, Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas juga melakukan koordinasi dengan sekolah yang menjadi
sasaran skrining karena untuk upaya skrining prospektif sasaran
dinkes diantaranya yaitu siswa SLTA sederajat dan calon pengantin.
Untuk skrining kepada siswa SLTA kami pernah melakukan
skrining ke SMAN 1 Wangon, SMAN 1 Jatilawang dan SMAN 1
Ajibarang ditahun 2022, dan untuk hasilnya itu rata-rata 10% ditiga
sekolah itu menderita thalasemia minor. Sebelum melakukan
skrining kepada siswa disekolah-sekolah tersebut kami juga
melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai thalasemia terlebih
dahulu yang dampaknya dapat memberi pemahaman kepada para

siswa terkait penyakit thalasemia.

% Wawancara dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program
penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 22 Maret 2024

pukul 1035.
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Sosialisasi kesehatan jiwa dan Thalasemia sebelum pelaksanaan skrining
bagi siswa kelas X1 SMAN 1 Jatilawang, Selasa (18/10/2022).

Selain gencar menjalankan program skrining Dinas Kesehatan
Kabuoaten Banyumas juga menjalankan program Komunikasi, Informasi,
dan Edukasi (KIE). Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) adalah
usaha sistematis untuk mempengaruhi perilaku positif di masyarakat,
dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi baik menggunakan
komunikasi pribadi maupun kominkasi massa®. Berikut penerapan KIE
dalam rangka pencegahan dan pengendalian thalasemia:

a. Komunikasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas atau unit pelaksana
teknis yang berada dibawahnya setelah melakukan proses skrining baik
skrining retrospektif maupun skrining prospektif kemudian akan
mengkomunikasikan hasil pelaksanaan skrining kepada individu yang
telah melaksanakan skrining tersebut. Hasil dari skrining thalasemia
dapat meliputi bebas thalasemia, terindikasi thalasemia minor, dan

penderita (terindikasi thalasemia mayor).

% Pperaturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pnecegahan dan
Pengendalian Thalasemia di kabupaten Banyumas.
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Informasi

Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Banyumas atau
pelaksana teknis yang berada dibawahnya setelah melakukan proses
skrining baik skrining retrospektif maupun skrining prospektif setelah
mengkomunikasikan hasil dari skrining. Maka kemudian dinas
kesehatan akan memberikan informasi kepada individu yang
memperoleh hasil penderita (terindikasi thalasemia mayor) untuk
kemudian dirujuk ke pusat rujukan thalasemia untuk melakukan
transfusi darah minimal tiga minggu sekali selama seumur hidup.
Penderita thalasemia harus melakukan ketentuan transfusi darah
tersebut karena jika tidak penderita akan lemas dan berisiko besar
meninggal dunia. Saat ini Kabupaten Banyumas telah memiliki satu
pusat rujukan thalasemia yaitu ada di layanan thalasemia pada Rumah
Sakit Daerah Banyumas.
Edukasi

Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Banyumas atau
pelaksana teknis yang berada dibawahnya sebelum melakukan proses
skrining baik skrining retrospektif maupun skrining prospektif telah
melakukan eduksasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas pernah
melakukan talkshow thalasemia. Talkshow tersebut digelar dalam
rangka peringatan hari thalasemia sedunia tahun 2023, tersebut
disupport olen Dinas Kesehatan Banyumasdan Setda Kesra

Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan tujuan sebagai edukasi dan
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motivasi para orangtua dan penderita thalasemia agar bisa menciptakan
kualitas hidup yang lebih baik untuk para thaller.

I T |

AL o 8

ASPADAI SERAR
DAN PEDULI THALAS I

e M 22
'Carden Hollg pes,

Talkshow thalasemia Rabu, (10/06/2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menilai bahwa Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai perangkat daerah yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan telah bertanggung
jawab untuk mengimplementasikan program  pencegahan dan
pengendalian thalasemia di Kabupaten Banyumas seperti yang telah
tercantum dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022
Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten
Banyumas °. Namun, dalam pelaksanaanya belum merata keseluruh
lapisan masyarakat Kabupaten Banyumas dan belum dilaksakan secara

optimal.

" Wawancara dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program
penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 22 Maret 2024
pukul 11.00.
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6. Evaluasi kebijakan
Evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas untuk melakukan
penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai
program-program pemerintah.
Bersumber pada keterangan wawancara yang dilakukan oleh
penulis dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program
penyakit tidak menular Dinas Kesehatan, mengungkapkan bahwa™:

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 18 Tahun 2022 Tetang Pencegahan dan Pengendalian
Thalasemia di Kabupaten Banyumas kami adakan rutin setiap dua
kali dalam setahun. Kami telah melaksanakan evaluasi diakhir
tahun 2022 dan diperoleh jumlah penderita thalasemia terdapat
243 penderita namun, sepanjang evaluasi setelah kami adakan
evaluasi kembali ditahun 2023 terdapat penambahan kasus
sebanyak lima penderita tahalasemia. Untuk evaluasi tahap
pertama di tahuan 2024 ini kami akan rencanakan sehabis lebaran
perkiraan dibulan mei dan diakhir tahun, dengan adanya evaluasi
kami mengetahui bagaimana dampak dengan adanya upaya-upaya
pencegahan dan pengendalian thalasemia yang tertuang dalam
perbup tersebut serta menjadi bahan perbaikan bagi kami apabila
terdapat kendala-kendala dilapangan. Kendala yang sudah kami
temui terkait program pencegahan dan pengendalian thalasemia
yaitu masih kurangnya Kkesadaran masyarakat Kabupaten
Banyumas untuk melakukan skrining thalasemia secara mandiri.
Apabila masyarakat sudah sadar untuk melakukan skrining

tentunya akan sangat membantu untuk mengurangi angka

™ Wawancara dengan Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai penanggung jawab program
penyakit tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, pada tanggal 22 Maret 2024 pukul
11.30.
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penambahan penderita thalasemia karena thalasemia itu penyakit
tidak menular namun penyakit keturunan yang dapat dicegah dan
berdasarkan data bahwa banyak penydang thalasemia di

Kabupaten Banyumas itu masih anak-anak.

DATA KASUS THALASEMIA
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023

KASUS THALASEMIA PENDUDUK KABUPATEN BANYUMAS
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Menurut keterangan data diatas setelah dilakukan evaluasi dua kali
ditahun 2023 jumlah penderita thalasemia mengalami jumlah yang tetap.
Namun, jika dibandingkan dengan ditahun 2022 jumlah penderita
thalasemia di Kabupaten Banyumas yang meliputi 243 maka, ditahun 2023
tersebut mengalami penambahan kasus sebanyak lima orang penderita
thalasemia.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menilai bahwa Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai perangkat daerah yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan, setelah
mengimplementasikan program pencegahan dan pengendalian thalasemia

di Kabupaten Banyumas dinkes kemudian melanjutkan proses kebijakan

"2 Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Data Kasus Thalasemia Tahun 2023.
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dengan melakukan evaluasi sehingga diperoleh penyebab kegagalan dan
agar kegagalan tersebut tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang.
Berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan
dengan diperoleh hasil penambahan kasus penderita thalasemia di tahun
2023 sebanyak lima kasus maka, penulis menilai bahwa Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian
Thalasemia belum dapat ooptimal penerapannya hal tersebut tebukti
karena berdasarkan data dilapangan Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas masih menemui kendala dalam penerapan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian
Thalasemia. Kendala tersebut berupa kurangnya kesadaran masyarakat
Kabupaten Banyumas untuk melakukan skrining thalasemia secara
mandiri. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa perlunya ditetapkan
peraturan daerah yang didalamnya juga memuat sanksi yang ditujukan
kepada para sasaran dari program pencegahan dan pengendalian
thalasemia karena dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun
2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia belum termuat
sanksi yang disertakan.

C. Tinjauan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas
Perspektif Hifdz Al-Nafs

Hukum Islam merupakan salah satu norma yang dianut dan dijadikan

sebagai landasan dalam mengkaji segala hal khususnya persoalan kesehatan.
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Pemenuhan hak kesehatan merupakan implementasi pemenuhan hak asasi
manusia. Pemerintah daerah selaku pemimpin sekaligus yang menjalankan
tugas pokok dan fungsinya wajib memelihara perlindungan dan terjaminnya
atas keberlangsungan hidup bagi setiap orang termasuk didalamnya bagi para
penderita thalasemia, keluarga penyandang dan masyarakat Kabupaten
Banyumas pada umumnya.

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah daerah melalui Dinas
Kesehatan selaku perangkat daerah yang membidangi pemerintahan di bidang
kesehatan memberikan upaya pencegahan dan pengendalian thalasemia agar
tidak terjadi penambahan kasus thalasemia di Kabupaten Banyumas dan serta
dapat memberikan perlindungan keselamatan jiwa kepada para pederita
thalasemia, keluarga penderita thalasemia dan masyarakat Kabupaten
Banyumas pada umunya pencegahan dan pengendalian thalasemia tersebut
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022
Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas.

Dalam Islam tujuan (puncak) hukum Islam atau yang biasa disebut
dengan maqasid al-syari’ah yakni memelihara agama (hifdz al-din),
memlihara jiwa (hifdz al-nafs), memelihara akal (hifdz al-‘aql), memelihara
keturunan (hifdz al-nasl) dan memelihara harta (hifdz al-mal) dengan tujuan
tercapainya yang termuat dalam al-Qur“an dan hadis yakni kebahagian hidup
manusia baik di dunia dan akhirat. Mengacu pada tujuan yang disyariatkan
oleh hukum Islam salah satu tujuan terpenting adalah merealisasikan

kemaslahatan ummat manusia sehingga hal ihwal penyelenggaraan
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perlindungan keselamatan jiwa sangat erat kaitannya dengan memelihara jiwa
(Hitdz alNafs). Dengan demikian peneliti memfokuskan penelitian ini dalam
kajian memelihara jiwa (hifdz al-nafs) karena hal ini merupakan pokok yang
paling mendasar dan merupakan salah satu kunci utama dalam kehidupan.
Oleh sebab itu perlindungan atas hak hidup harus dipenuhi dan telah menjadi
suatu ketetapan dan tanggung jawab bagi kaum muslimin. Bagi yang
melaksanakannya akan mendapat pahala dan bagi yang mengabaikannya atau
melanggarnya akan mendapat dosa. Maka keterkaitan Aifdz al-nafs dengan
penelitian saya menjadi peran penting dalam kehidupan supaya penderita
thalasemia, keluarga penyandang thalasemia dan masyarakat Kabupaten
Banyumas pada umunya keselamatan nyawanya terjaga karena keselamatan
nyawa merupakan bagian cakupan dari keselamatan jiwa. Jiwa adalah bagian
dari kehidupan manusia, dengan jiwa manusia bisa hidup dan bisa melakukan
keberlangsungan hidupnya.

Ada beberapa tingkatan dalam memelihara jiwa yaitu :

1. Memelihara Jiwa Tingkat Dharuriyyat (Primer)

Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyyat (primer) merupakan
kebutuhan yang paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus
terpenuhi agar penderita thalasemia, keluarga thalasemia dan masyarakat
Kabupaten Banyumas dapat bertahan hidup apabila kebutuhan ini tidak
terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa penderita

thalasemia, keluarga thalasemia dan masyarakat Kabupaten Banyumas
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pada umumnya didunia maupun diakhirat . Contohnya mencukupi
kebutuhan makanan yang bergizi bagi manusia gar dapat hidup dan
berkembang dengan baik.

Dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas
melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah melakukan program
skrining, program skrining ditujukan sebagai pencegahan agar tidak terjadi
kelahiran anak dengan thalasemia mayor. Selain itu dalam program
pengendalian thalasemia yang tercantum dalam Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian
Thalasemia Di Kabupaten Banyumas pada BAB Il Pasal 4 ayat (1) dan (2)
disebutkan bahwa penderita thalasemia harus memiliki jaminan kesehatan,
penderita thalasemia yang tergolong penduduk miskin dimasukan dalam
program jaminan kesehatan, penyandang. Berdasarkan pasal tersebut telah
termasuk dalam upaya memelihara keselamatan jiwa. Oleh karena itu,
maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas
sudah sesuai dengan hifdz al-nafs pada tingkat dharuriyyat.

2. Memelihara Jiwa Tingkat Hajiyyat (Sekunder)
Memelihara tingkat Aajiyyat adalah kebutuhan yang bersifat

sekunder. Apabila kebutuhan hajiyyat tidak terpenuhi tidak akan

™ Afridawati, “Stratifikasi Magashid Al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Maslahah”,
Jurnal Al-Qishthu, vol. 13, no. 1 2015, hlm. 26, https://media.neliti.com/media/publications/
559870-stratifikasi-al-magashid-al-khamsah-agam-cc499c62.pdf,, diakses pada tanggal 26 Maret
2024, pukul 11.37 WIB.



https://media.neliti.com/media/publications/%20559870-stratifikasi-al-maqashid-al-khamsah-agam-cc499c62.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/%20559870-stratifikasi-al-maqashid-al-khamsah-agam-cc499c62.pdf
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mengancam keselamatan kehidupan thalasemia, namun penderita
thalasemia tersebut akan mengalami dalam kesulitan dalam melakukan
suatu kegiatan. Dalam hal ini para penderita thalasemia berhak untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Contohnya penderita
thalasemia berhak mendapatkan rumah sakit yang memenuhi untuk
melakukan transfusi darah yang dilakukan minimal tiga minggu sekali.
Dalam BAB Il Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa penderita thalasemia
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Karena penderita
thalasemia harus melakukan transfusi di pusat rujukan thalasemia maka
dalam BAB VIl Pasal 16 juga diatur mengenai pusat rujukan.
Berlandaskan pasal tersebut kemudian pemerintah Kabupaten Banyumas
telah membentuk pusat rujukan thalasemia di Rumah Sakit Daerah
Banyumas. Berdasarkan pasal-pasal tersebut yang tertuang dalam
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan
Dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas telah sesuai
dengan hifdz al-nafs pada tingkat hajiyyat.

Memelihara Jiwa Tingkat 7TahAsiniyyat (Tersier)

Memelihara dalam tingkat tahsiniyyat (tersier) kegiatan ini sama
sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun
mempersulit kehidupan seseorang. Dengan pemerintah menetapkan hari
thalasemia setiap tahunnya yang diiperingati pada tanggal 8 Mei, maka
akan semakin meningkatkan kesadaran tentang Thalassemia serta dapat

memberikan dukungan bagi penderita dalam pencegahan dan pengobatan
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penyakit thalasemia. Pada hari peringatan thalasemia dinkes biasa
melaksanakan kegiatan yang ditujukan sebagai ajang perkumpulan bagi
para penderita thalasemia hal tersebut tentunya akan menimbulkan
kesenangan tersendiri bagi para penderita thalasemia.

Dari hasil dari analisis Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18
Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Perspektif
hifdz al-nafs. Karena hifdz al-nafs merupakan bagian dari Maqasid
Syar’iah maka, jika dilihat peraturan bupati tersebut telah sesuai dengan
tujuan yang terkandung dalam Hukum Islam yaitu kemaslahatan ummat
baik individu dan jamaah di dunia dan akhirat kelak. Meskipun
berdasarkan data masih terdapat jumlah penambahan kasus thalasemia
yang terjadi ditahun 2023 namun, antara tujuan ditetapkannya produk
hukum yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu Peraturan Bupati
Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan
Pengendalian Thalasemia dengan Aifdz al-nafs sudah sejalan dan
beriringan. Hal ini sangat penting untuk dikaitkan supaya produk hukum
Indonesia dengan hukum Islam tidak bertentangan dan harus sesuai dengan
nilai dan prinsip-prinsip syariat Islam yang telah ditetapkan. Maka tujuan
Peraturan Bupati Banyummas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan
dan Pengendalian Thalasemia adalah sebagai payung hukum melakukan
pencegahan dan pengendalian thalasemi sehingga terciptalah kedamaian,
ketentraman, keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat dan

tercapainya tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan seluruh umat di dunia
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dan akhirat. Dan dari sinilah ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari
perilaku yang diperintahkan Allah SWT vyaitu amar ma ruf nahi mungkar
dengan artian perintah yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengajak

perilaku kebaikan dan mencegah perilaku yang buruk.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses kebijakan

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan

Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas Perspektif Hifdz Al-Nafs

sebagai berikut :

1. Proses kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022
Tentang Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia bahwa Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas dan bagian hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyumas telah menjalankan sebagaimana tugas dan
wewenangnya dengan semaksimal mungkin. Ada beberapa proses
kebijakan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

a. Proses perumusan kebijakan
Kabupaten Banyumas dengan jumlah 243 kasus thalasemia
menjadi kabupaten dengan jumlah kasus tertinggi di Jawa tengah.
Dinas kesehatan mengambil kebijakan untuk mengajukan penetapan
peraturan bupati mengenai pencegahan dan pengendalian thalasemia.
b. Penyusunan agenda setting
Sebelum mengajukan penetapan perbup, dinas kesehatan

sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di
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bidang kesehatan telah menentukan program-program yang akan
dijalankan dalam upaya pencegahan dan pengendalian thalasemia di
Kabupaten Banyumas kemudian dinas kesehatan melakukan
komunikasi rancangan program kepada dinas kesehatan, kementerian
agama.
Perumusan kebijakan

Langkah yang diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
dengan mengajukan penetapan perbup mengenai pencegahan dan
pengendalian thalasemia akan mempermudah pelaksanaan program-
program Yyang akan dilaksanakan. Namun, dengan ditetapkannya
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia dirasa belum cukup optimal
untuk menekan angka penurunan penderita thalasemia karena dalam
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia tidak terdapat sanksi bagi
para penderita dan sasaran skrinning thalasemia.
Pengesahan kebijakan

Sekretariat bagian hukum kabupaten banyumas telah
melaksanakan wewenang dan tugasnya unttuk mengundangkan
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas

karena Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
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Pencegahan Dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas
telah memenuhi prosedur sehingga dapat ditetapkan dan diundangkan.
e. Implementasi kebijakan
Dinas kesehatan kabupaten banyumas telah bertanggung jawab
terhadap program-program dalam rangka pencegahan dan
pengendalian seperti yang terdapat dalam Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Pengendalian
Thalasemia Di Kabupaten Banyumas.
f. Evaluasi kebijakan
Setelah dilakukan evaluasi sejak akhir tahun 2022 kemudian
ditahun 2023 diadakan evaluasi sebanyak dua kali diperoleh bahwa
kendala dari penerapan program pencegahan dan pengendalian
thalasemia di Kabupaten Banyumas ada pada kesadaran masyarakat
yang kurang untuk melakukan skrining thalasemia. Penyakit
thalasemia dapat dicegah dengan cara pelaksanaan skrining untuk
menghidari perkawinan antara pembawa sifat thalasemia karena
penyakit thalasema merupakan penyakit keturunan. Dengan kurangnya
kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining thalasemia secara
mandiri tentunya akan menghambat upaya Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas untuk mengurangi angka kasus thalasemia.
2. Tinjauan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia Di Kabupaten Banyumas

Perspektif Hifdz Al-Nafs bahwa dalam Peraturan Bupati Banyumas
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Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia
Di Kabupaten Banyumas telah terdapat program-program dalam rangka
pencegahan dan pengendalian thalasemia yang sesuai dengan Aifdz al-
nafs. Pemerintah daerah telah merumuskan program-program bagi
penderita thalasemia, keluarga penyandang thalasemia dan masyarakat
Kabupaten Banyumas pada umumnya, tentu program-program tersebut
mampu untuk menjaga atau memelihara jiwa khusunya dari penyakit
thalasemia. Namun, dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia
di Kabupaten Banyumas belum dapat dilaksanakan secara optimal hal
tersebut yang menyebabkan bertambahnya kasus thalasemia pada tahun
2022 yang semula 243 kasus menjadi 248 kasus ditahun 2023 dengan
bertambahnya kasus tersebut tentunya Peraturan Bupati Banyumas Nomor
18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Thalasemia di
Kabupaten Banyumas belum secara sempurna dapat sesuai dengan Aifdz

al-nafs.

B. Saran
Berdasarkan hasil analisis dan uraian diatas, maka penulis memberikan
sedikit saran atau masukan sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas pada lembaga legislatif agar bisa
lebih  memberi perhatian lebih kepada penyakit thalasemia dengan

menetapakn pencegahan dan pengendalian ke dalam bentuk perda disertai
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dengan sanski yang dimuat didalamnya agar peraturan yang dibuat dapat
tegas dan lebih diperhatikan oleh masyarakat Kabupaten Banyumas.

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas selaku perangkat daerah yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan agar bisa lebih optimal
dalam melaksanakan edukasi mengenai thalasemia kepada masyarakat
Kabupaten Banyumas tidak hanya gencar melakukan edukasi pada saat
memperingati hari thalasemia sedunia. Namun, edukasi thalasemia perlu
diadakan secara rutin agar kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk
melakukan skrining thalasemia secara mandiri. Dengan semakin
meningkatnya angka skrining maka juga akan semakin meminimalisir angka
kelahiran thalasemia mayor di Kabupaten Banyumas dan maka pengaruhnya
akan lebih cepat dan maksimal. Setelah diadakan edukasi maka seharusnya
diadakan evaluasi untuk mengukur seberapa besar dampaknya.

3. Untuk calon pengantin atau yang ingin memiliki anak pertama sebaiknya
melakukan skrining thalasemia secara mandiri karena skrining thalasemia
dapat dilakukan di puskesmas yang tersebar di Kabupaten Banyumas dan
skrining thalasemia hanya dilakukan satu kali dan berlaku seumur hidup.

4. Untuk masyarakat Kabupaten Banyumas dan perangkat daerah agar selalu
berperan dalam mewujudkan pencegahan dan pengendalian thalasemia di

Kabupaten Banyumas.
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https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=185&to=200,
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T -
PEMERINTAH KABl]PATEN BANYUMA

DINAS KESEHATAN . rengah

JI. RA. Wiryaatmaja No.4 Purwokerto Barat Banyumas + 02
Kode Pos 553131 Telepon (0281) 6329;1 Faks¥mile (0281) 63 16

2 Laman dinkes.banyumaskab.qo.d Pos-el dinkes@banyumaskd 900

Purwokerto, 5 Maret 2024

Nomor :070.1/091/111/2024

Sifat . Biasa

Lampiran o

Hal . Pengambilan Data

Yth : Kgpala Bidang P2P
Dmas_ Kesehatan Kabupaten Banyumas
d -~
Purwokerto

Menindaklanjuti surat dari A.n Dekan Hukum Tata Negara Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudidn Zuhri Purwokerto
Nomor :B-440/Un.19/D. Syariah/PP.05.3/3/2024 Tanggal 13 Maret 2024, Perihal:
Permohonan Riset Individual

Sehubungan dengan hal tersebut, diharap Saudara dapat memfasilitasi
kegiatan pengambilan data dengan ketentuan sebagai berikut :

Nama * . TASYATUL SOLIHAH
Mahasiswa
Maksud . Pengambilan data dengan judul penelitian

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 18
TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN THALASEMIA DI KABUPATEN
BANYUMAS PERSPEKTIF HIFDZI AL-NAFS

Lokasi Pengambilan Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n Kepala.Dinas Kesehatan
~ KabupatemBanyumas
Sub Koordinato; SDMKSI

(& Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. Jend. Soedirman No. 540 Telp (0281) 627965, 624521
Fax 624521 Purwokerto 53111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070.1/089/0L/11/2024

I. Membaca 1. Surat dari Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Prof.K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : B-131/Un.19/D.Syariah/PP.05.03/1/2024
Tanggal : 22 Januari 2024 ; Perihal : Permohonan ljin Observasi BAB IV

2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas nomor :

070.1/086/0L/11/2024

Il. Menimbang : Bahwa Kebijakan mengenal sesuatu Kkegiatan ilmiah dan pengabdian kepada
masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

1ll. Memberikan ljin Kepada :

Nama : TASYATUL SOLIHAH

Alamat . Dusun Pulasari Desa Jambusari RT 005 RW 005 Kec. Jeruklegi Kab. Cilacap
Prov. Jawa Tengah

Pekerjaan . Mahasiswa

Judul Penelitian . Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan
dan Pengendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas Prespejtif Hifdz Al-
Nafs

Bidang . Hukum Tata Negara

Lokasi Penelitian  : Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas; Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyumas dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabpaten
Banyumas.

Lama Berlaku : 3 Bulan

Penanggungjawab : M. Wildan Humaidi, M.H.

Pengikut § =

IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten
Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat
melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang
ditunjuk dari pejabat yang berwenang.
. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat
yang berwenang.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan
belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappedalitbang
Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten
Banyumas atau melalui link http://s.id/risetbanyumaskab2.

—

[ ]

w

Purwokerto, 13 Februari 2024

TEMBUSAN : a.n. BUPATI BANYUMAS

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan); KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
2.Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas; DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3. Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Banyumas; KABUPATEN BANYUMAS

4. SETDA Kabupaten Banyumas; Ditandatangani Secara

5. KABAG Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;

6.KABAG Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyumas;

7.Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;

8. Arsip (DPMPTSP Kabupaten Banyumas).

Elektronik Oleh :

IRAWATI, SE
NIP. 19650126 199003 2 005

Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronk menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
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PEDOMAN WAWANCARA

(Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas)

A. ldentitas Narasumber
Narasumber 1
1. Nama - Yulieta Rizkie Paningtyas, S.H
Jabatan  : Tenaga Ali Bidang Hukum
2. Nama . Ixora Adhitama, S.H, M.Kn
Jabatan  : Tenaga Ahli Bidang Hukum
3. Nama : Endah Dwi Abriyanti S.H,.M.H
Jabatan  : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
Bagian Hukum
B. Analisis Proses Kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022
Tentang Pencegahan dan Pnegendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas
1. Apakah dalam proses identifikasi masalah bagian hukum sekretariat
daerah ikut berkontribusi terkait masalah yang menjadi latar belakang
pengajuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan dan Pnegendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana peran perancang peraturan perundang-undangan dan tenaga
ahli bidang hukum dalam proses legitimasi kebijakan Peraturan Bupati
Banyumas Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pnegendalian

Thalasemia di Kabupaten Banyumas?



3. Kapan tanggal ditetapkan dan diundangan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 18 Tahun 2022  Tentang Pencegahan dan Pnegendalian

Thalasemia di Kabupaten Banyumas?



PEDOMAN WAWANCARA
(Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas)

A. ldentitas Narasumber
Nama : Supriatin, S. Tr.KL.
Jabatan : Penanggung Jawab Program Penyakit Tidak Menular

B. Analisis Proses Kebijakan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2022

Tentang Pencegahan dan Pnegendalian Thalasemia di Kabupaten Banyumas

1.

Apa yang melatar belakangi Dinkes mengajukan masalah (thalasemia)
untuk kemudian diajukan untuk menjadi peraturan bupati Banyumas?
Berapa jumlah kasus penderita thalasemia di Kabupaten Banyumas pada
tahun 2022-2024?

Dalam proses penyusunan agenda hingga akan dijadikan menjadi perbup
itu sebelumnya pihak mana saja yang sudah ikut berpartisipasi dalam
perumusan masalah? Apakah pengidap thalasemia atau keluarga dari
pengidap thalasemia ikut dilibatkan atau hanya dari pihak dinkes saja yang
merundingkan?

Apakah ada alternatif pilihan kebijakan selain mengajukannya menjadi
perbup?

Apa saja hal yang sudah dilakukan oleh Dinkes selaku perangkat daerah
yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan agar Perbup
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan agar Perbup tersebut dapat
memberikan tujuan yang diharapkan ?

Sejauh ini dari tahun 2022-2024 apa saja dampak yang sudah terasa
dengan adanya Perbup tersebut?

Dalam Pasal 6 Bab 111 disebutkan bahwa terdapat KIE, sejauh ini apa saja
langkah-langkah yang sudah diakukan oleh Dinkes untuk menerapkan
pasal tersebut? Apakh pelaksanaan KIE telah benar-benar melibatkan
lintas sektor, organisasi kemasyarakataanm organisasi profesi, tokoh

masyarakat dan tokoh agama?



10.

Dalam Pasal 7 Bab Il juga disebutkan bahwa terdapat peringatan hari
thalasemia setiap tahun pada tanggal 8 Mei, pada tanggal 08 Mei tahun
2023 apakah terdapat acara dalam rangka memperingati hari thalasemia
tersebut?

Dalam pasal 8 angka (1) Bab IV dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah
melakukan konseling genetik kepada pasangan calon pengantin, apakah
konseling genetik tersebut telah dilaksanakan pada calon pengantin?
Dalam pasal 11 Bab V angka 2 point ¢ disebutkan bahwa skrining
prospekptif juga ditujukan untuk siswa SLTA sederajat, apakh dinkes
sudah pernah melakukan skrining prospektif pada siswa SLTA? Jika
sudah disekolah mana dan kapan skrining prospekti tersebut
dilaksanakan?

11. Apa saja kendala dinkes dalam implementasi Peraturan Bupati Banyumas

Nomor 18 Tahun 2022  Tentang Pencegahan dan Pnegendalian

Thalasemia di Kabupaten Banyumas?

12. Apa dinkes sudah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perbup tersebut?
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DOKUMENTASI

Responden 1 dan responden 2 Ibu Yulieta Rizkie Paningtyas, S.H dan
Ibu Ixora Adhitama, S.H, M.Kn sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum,
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas

Responden 3 Ibu Endah Dwi Abriyanti, S.H,.M.Kn sebagai Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum,
Sekretariat Kabupaten Banyumas



Responden 4 Ibu Supriatin, S.Tr.KL sebagai Penanggung Jawab Penyakit Tidak
Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
IDENTITAS DIRI
Nama : Tasyatul Solihah
NIM : 2017303014
Tempat/Tanggal Lahir  : Cilacap, 29 Juli 2002

Alamat : Desa Jambusari Rt 05 Rw 05, Kecamatan Jeruklegi,

Kabupaten Cilacap
Ayah : Dirsan
Ibu : Tri Sulasih
RIWAYAT PENDIDIKAN
SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 03 Jambusari, 2014
SMP/MTs, tahun lulus  : SMP Negeri 02 Jeruklegi, 2017
SMA/MA, tahun lulus  : SMA Negeri 01 Jeruklegi, 2020

S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024

Purwokerto, 27 Maret 2024

Tasyatul Solihah
NIM 2017303014



